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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025 dapat disusun. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas
bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, mitra
pembangunan, maupun masyarakat umum. Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini,
mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai bentuk
tanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi kesehatan yang
komprehensif dan terkini. Buku ini diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan
pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun, serta menjadi rujukan utama dalam
pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), baik di
tingkat daerah maupun nasional.

Sumber data dalam profil ini berasal dari berbagai instansi dan pemangku
kepentingan, termasuk pengelola program di lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta institusi lain
seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil), dan lintas sektor terkait. Informasi yang disajikan mencakup data
demografi, fasilitas pelayanan kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber
Masyarakat (UKBM), tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, pelayanan
kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan. Penyajian
dilakukan dalam bentuk narasi, grafik, tabel, serta perbandingan antar
kabupaten/kota.

Buku ini akan segera tersedia dalam versi cetak, dan rencananya akan
dipublikasikan secara daring setelah melalui proses finalisasi. Kritik dan saran
dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai masukan untuk penyempurnaan
profil kesehatan di masa mendatang.

Tanjung Selor, Mei 2025
DINAS KESEHATAN

1~ Pembina utama madya
NIP. 19680817 199312 1 004
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, yang
bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Kesehatan merupakan modal dasar bagi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomis. Oleh karena itu,
pembangunan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan daerah

secara keseluruhan.

Keberhasilan  pembangunan  kesehatan sangat ditentukan oleh
kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta keterkaitan dengan upaya-
upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Profil Kesehatan
disusun sebagai salah satu instrumen untuk memantau kesinambungan tersebut
dari tahun ke tahun. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pembangunan
kesehatan di Kalimantan Utara dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan

berkesinambungan.

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan,
penyusunan Profil Kesehatan menjadi kewajiban tidak hanya di tingkat nasional,
tetapi juga harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, serta Puskesmas, minimal satu kali dalam setahun. Profil
Kesehatan memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta
dapat dibagipakaikan. Dengan demikian, Profil Kesehatan tidak hanya menjadi
alat dokumentasi, tetapi juga bagian dari sistem pendukung pengambilan

keputusan.

Desentralisasi di bidang kesehatan membawa dampak besar terhadap

meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi yang berkualitas di daerah.
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Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, menjadi lebih besar, termasuk dalam pengelolaan data dan
informasi. Namun di sisi lain, pengumpulan data kesehatan dari kabupaten/kota
untuk dihimpun di tingkat provinsi menjadi lebih kompleks. Hal ini menunjukkan
bahwa kesadaran akan pentingnya data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam

mendukung penyusunan data dan informasi kesehatan tingkat provinsi.

Data yang valid dan akurat sangat penting dalam mendukung pengambilan
keputusan yang tepat sasaran. Kesadaran akan pentingnya pendekatan berbasis
bukti (evidence-based decision making) di kalangan pengambil kebijakan,
termasuk di legislatif, semakin meningkat, sehingga kualitas data menjadi aspek
yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, penyusunan Profil Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara tidak hanya bertujuan sebagai laporan rutin, tetapi juga sebagai
sumber informasi strategis yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kesehatan.

Data yang digunakan dalam penyusunan profil ini dihimpun dari berbagai
sumber, termasuk laporan program dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, serta data dari
lintas sektor terkait. Sinergi antar sektor sangat diperlukan karena faktor-faktor
yang mempengaruhi kesehatan masyarakat sangat luas dan tidak semuanya berada
dalam ranah teknis kesehatan. Misalnya, aspek pendidikan, sanitasi, akses air
bersih, serta lingkungan hidup memiliki dampak besar terhadap derajat kesehatan

masyarakat.

Dengan tersusunnya Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2025 ini, diharapkan tersedia informasi yang menyeluruh dan dapat diandalkan
untuk semua pihak yang membutuhkan. Selain menjadi alat perencanaan dan
evaluasi bagi jajaran internal pemerintah, dokumen ini juga dapat dimanfaatkan
oleh akademisi, peneliti, media, dan masyarakat umum sebagai bentuk
keterbukaan informasi publik. Data yang berkualitas adalah pondasi dari

pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
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B. TUJUAN

a) Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2025 adalah untuk mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup
serta penurunan angka kesakitan dan kematian melalui penyediaan data dan
informasi kesehatan yang akurat dan komprehensif guna menunjang pengambilan

keputusan yang tepat.

b) Tujuan Khusus

Penyusunan dokumen ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu:

a. Menyediakan gambaran tentang sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia
di Provinsi Kalimantan Utara;

b. Menyajikan informasi mengenai kondisi dan distribusi sumber daya manusia
kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara;

c. Menggambarkan alokasi dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan di Provinsi
Kalimantan Utara;

d. Menyediakan data terkait pelayanan kesehatan keluarga, termasuk kesehatan
ibu, anak, dan gizi masyarakat;

e. Memberikan informasi mengenai upaya pengendalian penyakit menular dan
tidak menular di Provinsi Kalimantan Utara;

f.  Menyajikan gambaran pelayanan kesehatan lingkungan serta upaya kesehatan
masyarakat lainnya yang mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang optimal.

C. SISTEMATIKA PENYAIJIAN

Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:
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BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan

sistematika penyajian dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II: DEMOGRAFI
Bab ini menyajikan kondisi penduduk, ekonomi, serta pendidikan di Provinsi

Kalimantan Utara.

BAB III: SARANA KESEHATAN
Berisi uraian tentang sarana kesehatan yang terdiri dari fasilitas pelayanan
kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), sarana kefarmasian, alat kesehatan, serta

Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM).

BAB IV: SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Menguraikan jumlah, distribusi, dan rasio tenaga kesehatan di Provinsi
Kalimantan Utara, termasuk sembilan jenis tenaga kesehatan strategis di

puskesmas.

BAB V: PEMBIAYAAN KESEHATAN
Menggambarkan anggaran kesehatan provinsi, anggaran kesehatan per kapita,

serta informasi mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB VI: KESEHATAN KELUARGA
Membahas pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, serta kesehatan usia

produktif dan lanjut usia.

BAB VII: PENGENDALIAN PENYAKIT
Menguraikan upaya pengendalian penyakit menular (langsung, bersumber
binatang, PD3I dan imunisasi) serta penyakit tidak menular melalui pencegahan

dan deteksi dini.

BAB VIII: KESEHATAN LINGKUNGAN
Berisi pemantauan kualitas air minum, akses sanitasi layak, STBM, pengawasan
tempat umum, serta pengelolaan pangan jasa boga yang memenuhi syarat

kesehatan.

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025



BAB IX: PENUTUP
Bab ini menyajikan simpulan umum atas Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2025, termasuk pencapaian yang patut dicatat serta tantangan dan

catatan penting untuk perbaikan ke depan.

LAMPIRAN
Memuat tabel-tabel data capaian dari kabupaten/kota serta tabel lainnya yang

berisi indikator kesehatan dan data lintas sektor terkait.
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BAB II
DEMOGRAFI

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau
Kalimantan dengan luas wilayah sekitar +70.101,00 km?. Secara geografis,
provinsi ini terletak antara 114°35°22”-118°03°00” Bujur Timur dan 1°21°36"—
4°24°55” Lintang Utara. Berdasarkan letaknya, Kalimantan Utara berbatasan
langsung dengan Negara Sabah (Malaysia) di sebelah utara, Provinsi Kalimantan
Timur di sebelah selatan, Negara Serawak (Malaysia) di sebelah barat, dan Laut
Sulawesi di sebelah timur. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Utara terdiri
dari lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibu kota
provinsi ini berada di Kabupaten Bulungan. Sementara itu, ibu kota masing-
masing kabupaten/kota adalah Malinau (Kab. Malinau), Tanjung Selor (Kab.
Bulungan), Tideng Pale (Kab. Tana Tidung), Nunukan (Kab. Nunukan), dan
Tarakan (Kota Tarakan).

Pada akhir tahun 2024, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara
masih terdiri dari lima kabupaten/kota, masing-masing dengan luas daratan yang
berbeda. Kabupaten Malinau memiliki luas daratan terbesar yaitu 38.902 km?,
disusul oleh Kabupaten Bulungan seluas 13.880 km?, Kabupaten Nunukan seluas
13.564 km?, Kabupaten Tana Tidung dengan luas 3.504 km?, dan Kota Tarakan
sebagai wilayah terkecil dengan luas 251 km?. Dari sisi klimatologi, rata-rata suhu
udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 27,86°C,
dengan suhu maksimum rata-rata mencapai 37,00°C dan suhu minimum rata-rata
sebesar 22,80°C. Sementara itu, kelembaban udara rata-rata di provinsi ini adalah
84,00 persen, dengan titik maksimum mencapai 95,00 persen dan titik minimum
sebesar 66,00 persen. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi

Kalimantan Utara
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A. KEADAAN PENDUDUK

Jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Utara pada tahun 2024
menunjukkan distribusi yang cukup merata di seluruh kelompok umur muda
hingga dewasa. Kelompok umur 10-14 tahun merupakan salah satu yang tertinggi
dengan jumlah mencapai 37.942 jiwa, diikuti oleh kelompok umur 5-9 tahun
sebanyak 36.998 jiwa. Pola ini menunjukkan bahwa struktur penduduk laki-laki
masih didominasi oleh kelompok usia muda, yang merupakan potensi besar untuk

produktivitas jangka panjang.

Penduduk perempuan juga menunjukkan pola distribusi yang serupa
dengan laki-laki, namun jumlahnya cenderung sedikit lebih rendah di setiap
kelompok umur. Misalnya, pada kelompok umur 10-14 tahun terdapat 35.532
jiwa perempuan, dan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 34.498 jiwa.
Ketimpangan ini relatif stabil dan mencerminkan perbedaan alami dalam

distribusi jenis kelamin yang biasa terjadi di banyak wilayah.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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Secara keseluruhan, jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok
umur produktif muda seperti 10-14 dan 5-9 tahun, masing-masing sebesar 73.474
dan 71.496 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Kalimantan Utara memiliki basis
penduduk usia muda yang cukup besar. Hal ini bisa menjadi modal demografis
yang penting dalam pengembangan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan

ekonomi ke depan jika dikelola dengan baik.

B. KEADAAN EKONOMI

Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Kalimantan Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar 146,79 triliun
rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) mencapai 73,01 triliun
rupiah. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB
berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 28,72 persen, diikuti
oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (14,78 persen), perdagangan besar
dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (12,99 persen), dan konstruksi
(12,94 persen). Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK 2010) tahun 2024
tercatat sebesar 4,57 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi
(11,95 persen), diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum (11,87 persen),

serta perdagangan besar dan eceran (9,80 persen).

Dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa menjadi komponen
pengeluaran terbesar dalam PDRB ADHB Kalimantan Utara, mencapai 71,65
triliun rupiah. Komponen lainnya yang berkontribusi besar adalah pembentukan
modal tetap bruto (41,86 triliun rupiah), pengeluaran konsumsi rumah tangga
(21,36 triliun rupiah), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (10,47 triliun rupiah).
Kota Tarakan menjadi penyumbang terbesar terhadap total PDRB ADHB Provinsi,
dengan kontribusi sebesar 56,21 triliun rupiah (37,47 persen), disusul oleh
Kabupaten Nunukan (40,54 triliun rupiah atau 27,03 persen) dan Kabupaten
Bulungan (25,75 triliun rupiah atau 17,17 persen).

Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kalimantan
Utara tahun 2024 tercatat sebesar 198,43 juta rupiah. Kabupaten Tana Tidung
mencatat nilai tertinggi PDRB per kapita dengan 330,15 juta rupiah, disusul oleh
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Kota Tarakan sebesar 221,39 juta rupiah dan Kabupaten Malinau sebesar 210,43
juta rupiah. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua daerah
memiliki kontribusi total PDRB yang tinggi, beberapa daerah mencatat
produktivitas per kapita yang menonjol, mencerminkan potensi ekonomi wilayah

yang relatif lebih efisien atau padat modal.

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan garis
kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, masing-masing
mencapai Rp885.655,00 dan Rp799.327,00 per Maret 2024. Jumlah penduduk
miskin tercatat sebanyak 47,83 ribu jiwa (6,32 persen), terdiri dari 23,18 ribu jiwa
di perkotaan dan 24,65 ribu jiwa di perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan
menunjukkan nilai 0,65 di perkotaan dan 1,12 di perdesaan, dengan angka total
0,82, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat 0,14 di perkotaan dan 0,28
di perdesaan, serta total 0,19. Data ini mencerminkan bahwa selain jumlahnya
yang lebih tinggi, kemiskinan di wilayah perdesaan juga lebih dalam dan parah
dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam

perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Berdasarkan data penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang berumur 15
tahun ke atas, sebanyak 40 persen telah melek huruf, dengan proporsi laki-laki
sedikit lebih tinggi (40,6 persen) dibanding perempuan (39,4 persen). Pendidikan
tertinggi yang paling banyak ditamatkan adalah tingkat SMA/MA, mencakup 30,2
persen dari total penduduk, diikuti oleh SD/MI sebesar 23,9 persen dan SMP/MTs
sebesar 20 persen. Masih terdapat 14,1 persen penduduk yang belum memiliki
jjazah SD, mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang belum menjangkau

pendidikan dasar secara formal.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti diploma dan perguruan
tinggi, masih tergolong rendah. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan
setingkat Diploma I/Il hanya 0,4 persen, Diploma III sebesar 1,6 persen, dan
S1/Diploma IV mencapai 8,1 persen. Sementara itu, hanya 0,4 persen penduduk

yang berhasil menyelesaikan pendidikan S2/S3. Tidak adanya lulusan dari sekolah
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menengah kejuruan juga menunjukkan adanya kekosongan pada jalur pendidikan
vokasional. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap peningkatan
akses dan kualitas pendidikan lanjutan serta penguatan jalur pendidikan kejuruan
untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih kompetitif di

Kalimantan Utara.

Gambar 2.2 Persentase Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan Penduduk Usia 15
Tahun Ke Atas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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BAB III
SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan
sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat
yang digunakan wuntuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada
perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat. Sarana kesehatan yang diulas pada bagian ini
terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, sarana kefarmasian dan alat kesehatan,
serta Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM). Fasilitas pelayanan

kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari puskesmas dan rumah sakit.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan Puskesmas sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM)
dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan prioritas pada

upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan guna
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Tugas ini
dilaksanakan melalui integrasi berbagai program kesehatan dengan pendekatan
keluarga. Pendekatan keluarga merupakan metode yang digunakan Puskesmas
untuk mengintegrasikan program-program kesehatan demi meningkatkan
jangkauan sasaran serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada

masyarakat melalui kunjungan langsung ke keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menjalankan fungsi sebagai
penyelenggara UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya. Selain itu, Puskesmas juga memiliki kewenangan untuk melakukan
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pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di

wilayah kerjanya.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah Puskesmas di Provinsi Kalimantan
Utara terdiri atas 17 Puskesmas Rawat Inap yang memiliki total 134 tempat tidur,
41 Puskesmas Non Rawat Inap, 12 Puskesmas Keliling, dan 241 Puskesmas
Pembantu. Seluruh fasilitas ini dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, tanpa
kepemilikan dari Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, TNI/Polri, BUMN,
swasta, maupun organisasi kemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan
primer di tingkat komunitas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota, yang mencerminkan peran pentingnya dalam menyediakan

layanan kesehatan dasar dan menjangkau populasi hingga ke pelosok wilayah.

Gambar 3.1 Jumlah Puskesmas di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

B. RUMAH SAKIT

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain melalui

pendekatan promotif dan preventif, diperlukan pula upaya kuratif dan rehabilitatif.
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Upaya tersebut dapat diperoleh melalui pelayanan di rumah sakit yang berperan

sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, rumah sakit merupakan
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna, mencakup pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan

gawat darurat.

Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah
sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum memberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus
memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu,
yang dapat didasarkan pada disiplin ilmu, golongan umur, organ tubuh, jenis
penyakit, atau kekhususan lainnya. Selain itu, berdasarkan kepemilikannya, rumah
sakit dibedakan menjadi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.
Rumah Sakit Pemerintah didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota,
Provinsi, Kementerian, atau Lembaga Pemerintah, berbentuk Unit Pelaksana
Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan atau instansi tertentu, dan
dikelola dengan pola Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Rumah

Sakit Swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat atau pihak swasta.

Berdasarkan data tahun 2024, seluruh 14 rumah sakit umum di Provinsi
Kalimantan Utara telah memiliki kemampuan pelayanan gawat darurat Level I,
artinya 100 % rumah sakit umum siap menangani kasus kegawatdaruratan dasar.
Di samping itu, dari dua rumah sakit swasta (RS Pertamina) yang terdaftar,
keduanya juga telah memenuhi standar gawat darurat Level 1. Tidak terdapat
rumah sakit khusus yang tercatat di data, sehingga cakupan fasilitas gawat darurat
Level I di tingkat kabupaten/kota sepenuhnya ditopang oleh rumah sakit umum
dan swasta ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap
layanan kegawatdaruratan dasar di wilayah ini sudah terjamin secara merata pada

seluruh rumah sakit yang ada.
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Gambar 3.2 Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

C. SARANA PELAYANAN LAINNYA

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama terdiri atas berbagai bentuk
praktik mandiri dan klinik. Klinik Pratama merupakan klinik yang
menyelenggarakan pelayanan medik dasar, baik pelayanan umum maupun
pelayanan khusus. Sementara itu, Klinik Utama menyelenggarakan pelayanan
medik spesialistik atau kombinasi antara medik dasar dan spesialistik. Di samping
klinik, terdapat pula berbagai tempat praktik mandiri, seperti Tempat Praktik
Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Spesialis, yang masing-masing merupakan fasilitas tempat dokter
atau dokter gigi melaksanakan praktik secara perorangan sesuai dengan
kewenangannya. Selain itu, terdapat Tempat Praktik Mandiri Bidan dan Tempat
Praktik Mandiri Perawat yang menjadi wadah bagi bidan maupun perawat untuk

memberikan pelayanan kebidanan dan keperawatan secara mandiri.

Dalam sistem pelayanan kesehatan tradisional, terdapat dua jenis fasilitas
utama, yaitu Griya Sehat dan Panti Sehat. Griya Sehat merupakan fasilitas

pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan atau
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pengobatan tradisional dan komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional,
yakni individu yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang
kesehatan tradisional melalui jalur pendidikan formal tertentu. Ketentuan
mengenai Griya Sehat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Sementara
itu, Panti Sehat digunakan untuk pelayanan kesehatan tradisional empiris yang
dilakukan oleh Penyehat Tradisional. Penyehat Tradisional memperoleh
keterampilan melalui pendidikan nonformal atau pengalaman turun-temurun,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Selain fasilitas pelayanan dasar dan tradisional, terdapat pula fasilitas
penunjang kesehatan yang memiliki fungsi vital dalam mendukung sistem
pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Unit Transfusi Darah merupakan
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan donor darah,
penyediaan, dan pendistribusian darah. Adapun Laboratorium Kesehatan
berfungsi untuk melakukan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan
dari manusia maupun non-manusia guna menentukan jenis penyakit, penyebab
penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor risiko yang memengaruhi kesehatan

individu maupun masyarakat.

Pada tahun 2024, sarana pelayanan kesehatan lain di Provinsi Kalimantan
Utara menunjukkan dominasi peran sektor swasta dalam penyediaan layanan.
Klinik Pratama berjumlah 54 unit, dengan mayoritas (33 unit) dimiliki swasta,
diikuti TNI/POLRI (18 unit), dan pemerintah kabupaten/kota (3 unit). Tempat
praktik mandiri dokter juga cukup banyak, yaitu 49 unit, di mana 37 di antaranya
milik pemerintah kabupaten/kota dan 12 milik swasta. Sarana lainnya seperti
praktik mandiri dokter gigi (41 unit) dan dokter spesialis (46 unit) juga
menunjukkan peran signifikan swasta dengan masing-masing 26 dan 31 unit.
Tempat praktik mandiri bidan dan perawat pun mayoritas dimiliki swasta (21 dan
15 unit). Keberadaan fasilitas khusus seperti Griya Sehat, Panti Sehat, dan Unit
Transfusi Darah masih sangat terbatas, masing-masing hanya terdapat satu hingga

enam unit, dengan kepemilikan tersebar antara pemerintah dan organisasi
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kemasyarakatan. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan ketergantungan yang
cukup besar pada sektor swasta untuk layanan kesehatan tingkat lanjut dan
individual, sementara peran pemerintah daerah tetap penting namun lebih

menonjol pada praktik perorangan.

Gambar 3.3 Jumlah Sarana Pelayanan Lain di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

D. SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

Industri farmasi dan obat tradisional mencakup berbagai jenis badan usaha
yang memiliki izin produksi dan distribusi produk kesehatan. Industri Farmasi
merupakan perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan produksi,
distribusi obat, bahan obat, dan fitofarmaka, serta melaksanakan kegiatan
pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Sementara itu, Industri Obat Tradisional
(IOT) berfokus pada pembuatan semua bentuk sediaan obat tradisional, sedangkan
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) khusus memproduksi sediaan dalam bentuk
ekstrak sebagai produk akhir. Selain itu, terdapat Usaha Kecil Obat Tradisional

(UKOT) yang membuat sediaan tradisional kecuali tablet, efervesen, suppositoria,
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dan kapsul lunak, serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang hanya

membuat sediaan dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan.

Industri lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan meliputi produksi
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). Produksi alat
kesehatan dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki sertifikat produksi
untuk memproduksi alat kesehatan. Sementara itu, badan usaha yang
memproduksi PKRT juga wajib memiliki sertifikat produksi sesuai peraturan yang
berlaku. Di sisi lain, Industri Kosmetika merupakan badan usaha yang
memproduksi kosmetik dan wajib memiliki izin usaha industri sebagaimana

ditentukan oleh regulasi yang berlaku.

Distribusi dan pelayanan farmasi kepada masyarakat didukung oleh
berbagai entitas. Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbadan
hukum yang mengelola pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan bahan
obat dalam skala besar. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) juga memiliki fungsi
serupa namun khusus pada alat kesehatan. Dalam pelayanan langsung kepada
masyarakat, Apotek menjadi sarana utama praktik kefarmasian oleh apoteker,
termasuk Apotek Program Rujuk Balik (PRB). Selain itu, Toko Obat dioperasikan
oleh individu atau badan hukum yang memiliki izin menjual obat bebas terbatas
(daftar W), sedangkan Toko Alkes bertugas mendistribusikan alat kesehatan

tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, sarana produksi dan distribusi kefarmasian di Provinsi
Kalimantan Utara masih tergolong minim, khususnya pada sisi produksi. Tidak
terdapat industri farmasi, industri obat tradisional/ekstrak bahan alam (IOT/IEBA),
industri kosmetika, maupun produksi alat kesehatan di wilayah ini. Namun,
terdapat beberapa bentuk usaha skala kecil seperti Usaha Kecil/Mikro Obat
Tradisional (UKOT/UMOT) sebanyak 4 unit dan produksi perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) sebanyak 2 unit, seluruhnya dikelola oleh sektor swasta.
Distribusi farmasi sedikit lebih berkembang, ditandai dengan keberadaan 3
Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 3 Penyalur Alat Kesehatan (PAK), juga

seluruhnya swasta. Sementara itu, apotek menjadi sarana distribusi yang paling
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dominan, mencapai 199 unit, dengan 195 unit milik swasta dan 4 unit dikelola
oleh TNI/POLRI. Terdapat pula 20 toko obat dan 2 toko alat kesehatan (toko
alkes), semuanya dikelola oleh swasta. Pola ini menandakan bahwa rantai
distribusi kefarmasian lebih berkembang dibanding sektor produksinya, dan
sangat bergantung pada inisiatif sektor swasta, sementara keterlibatan pemerintah

dan BUMN masih belum terlihat signifikan.

Gambar 3.4 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian di Kalimantan

Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kementerian Kesehatan mencanangkan transformasi kesehatan dengan
fokus pada enam pilar utama, salah satunya adalah transformasi sumber daya
manusia (SDM) kesehatan. Dalam konteks ini, SDM kesehatan menjadi
komponen krusial yang harus diperhatikan secara intensif untuk mendukung
kesuksesan transformasi sektor kesehatan. Fokus utama dari transformasi SDM
kesehatan adalah memastikan ketersediaan tenaga medis dan kesehatan yang
memadai, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata, serta meningkatkan
kualitas SDM kesehatan melalui berbagai upaya pelatihan dan pendidikan yang
berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
mendefinisikan SDM kesehatan sebagai individu yang aktif bekerja di bidang
kesehatan, baik dengan pendidikan formal di bidang kesehatan maupun yang tidak,
dengan beberapa jenis tenaga yang memerlukan kewenangan khusus untuk

melakukan upaya kesehatan.

SDM kesehatan terdiri dari tenaga medis (dokter, dokter gigi, dan tenaga
medis lainnya), tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain), serta
tenaga pendukung atau penunjang kesehatan seperti tenaga laboratorium, ahli gizi,
dan tenaga administrasi kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan SDMK
menjadi bagian penting dalam program teknis yang harus mendapatkan perhatian
serius. Fokus utama pada bab ini adalah membahas jumlah tenaga medis dan
tenaga kesehatan, serta analisis rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan di setiap
wilayah, yang mencerminkan distribusi dan kualitas layanan kesehatan yang dapat

diberikan kepada masyarakat.

Perhatian terhadap rasio tenaga medis dan rasio tenaga kesehatan sangat
penting untuk menilai apakah distribusi tenaga kerja di sektor kesehatan sudah
merata dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh
daerah. Keterbatasan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tersebar

tidak merata dapat menghambat pencapaian tujuan pemerataan layanan kesehatan
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dan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah

terpencil atau daerah dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi.

A.JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Kelompok tenaga medis mencakup dokter umum, dokter gigi, dokter
spesialis, dan dokter gigi spesialis. Dokter umum dan dokter gigi adalah lulusan
program pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik dari dalam maupun
luar negeri, yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai
peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis adalah mereka yang telah menempuh pendidikan spesialisasi lebih lanjut

pada bidang atau subbidang tertentu.

Sarana pelayanan kesehatan lain mencakup semua fasilitas selain puskesmas dan
rumah sakit di wilayah kabupaten/kota, antara lain klinik (pratama dan utama),
tempat praktik mandiri (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat), unit
transfusi darah, dan laboratorium kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini mendukung
ketersediaan tenaga medis di tingkat komunitas dan mempermudah akses

masyarakat terhadap berbagai layanan kesehatan.

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Utara, terlihat
bahwa perempuan mendominasi jumlah tenaga kesehatan dengan total 358 orang,
sementara laki-laki sebanyak 283 orang. Dokter umum menjadi profesi yang
paling banyak ditemukan, dengan total 349 orang, diikuti oleh dokter spesialis
yang berjumlah 198 orang. Di sisi lain, jumlah dokter gigi spesialis terbilang
sangat rendah, hanya 19 orang, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam
distribusi tenaga kesehatan di sektor ini. Selain itu, dokter umum menempati
posisi tertinggi di kalangan tenaga medis, mencerminkan tingginya kebutuhan

layanan kesehatan primer di Kalimantan Utara.
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Gambar 4.1 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis Kelamin

di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Dalam hal distribusi jenis kelamin, terdapat kecenderungan perempuan
lebih banyak berada di profesi dokter umum dan dokter gigi dibandingkan dengan
laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam partisipasi profesi
medis tertentu berdasarkan gender, meskipun laki-laki lebih mendominasi dalam
profesi dokter spesialis. Dengan total tenaga kesehatan sebanyak 641 orang, data
ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga medis spesialis masih terbatas,
terutama di daerah yang membutuhkan layanan kesehatan spesifik. Ini menjadi
tantangan dalam memperbaiki pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan
layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah

Kalimantan Utara.

B. JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN TENAGA KEBIDANAN DI
FASILITAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Perawat adalah tenaga medis yang telah lulus pendidikan tinggi
Keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga keperawatan terbagi
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menjadi berbagai jenis, seperti perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan
anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat
kesehatan jiwa. Sementara itu, tenaga kebidanan terdiri dari bidan, yaitu seorang
perempuan yang lulus pendidikan bidan dan terdaftar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, terdapat juga sarana pelayanan kesehatan lain
yang meliputi klinik, tempat praktik mandiri, unit transfusi darah, dan
laboratorium kesehatan, yang berfungsi sebagai pelengkap layanan kesehatan

selain puskesmas dan rumah sakit di wilayah kabupaten/kota.

Gambar 4.2 Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis

Kelamin di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Tenaga keperawatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024
berjumlah 2.658 orang, terdiri dari 795 laki-laki dan 1.675 perempuan, sehingga
proporsi perempuan hampir mencapai dua-pertiga dari total sehingga
mencerminkan kecenderungan profesi keperawatan masih didominasi oleh tenaga
perempuan. Distribusi tenaga keperawatan terbesar berada di RSUD Tarakan (633
orang) dan RSD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo, Bulungan (229 orang), diikuti
RSUD Nunukan (177 orang). Di level puskesmas dan pustu, sejumlah kecamatan

seperti Karang Rejo (24 orang), Tanjung Selor (35 orang), dan Malinau Seberang
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(31 orang) juga memiliki staf keperawatan yang relatif banyak, menandakan

keberadaan layanan primer yang cukup terlayani di kecamatan-kecamatan tersebut.

Meskipun demikian, terdapat kecamatan-kecamatan dengan jumlah
perawat sangat minim, misalnya Long Sule (3 orang), Binusan (4 orang), dan
Pujungan (7 orang), yang berpotensi menimbulkan kesenjangan akses layanan
keperawatan. Ketersediaan perawat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
seperti Long Layu (6 orang) dan Lapri (10 orang) perlu menjadi perhatian khusus
dalam kebijakan penempatan dan distribusi tenaga. Untuk meningkatkan
pemerataan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan insentif penugasan ke
wilayah terpencil, memperkuat skema magang di puskesmas, serta meningkatkan
kapasitas pendidikan dan rekrutmen perawat lokal agar kebutuhan keperawatan di

seluruh kabupaten/kota Kalimantan Utara terpenuhi secara merata.

Gambar 4.3 Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan

Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Distribusi tenaga bidan di Kalimantan Utara menunjukkan variasi yang
cukup mencolok antarwilayah. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah bidan
terbanyak, yakni 325 orang, diikuti oleh Kabupaten Bulungan (280), Malinau
(248), dan Kota Tarakan (233), sedangkan yang paling sedikit terdapat di

Kabupaten Tana Tidung dengan hanya 115 bidan. Persebaran ini mencerminkan
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tantangan geografis dan kepadatan penduduk yang memengaruhi penempatan
tenaga kesehatan. Daerah seperti Nunukan dan Bulungan yang memiliki cakupan
wilayah luas dan penduduk tersebar memerlukan lebih banyak bidan untuk
menjangkau layanan kesehatan ibu dan anak secara merata. Sementara rendahnya
jumlah bidan di Tana Tidung menjadi perhatian khusus karena bisa berdampak
pada keterjangkauan layanan dasar kesehatan reproduksi dan maternal di wilayah

tersebut.

Dari sisi keperawatan, Kota Tarakan menonjol sebagai daerah dengan
jumlah perawat terbanyak, yakni mencapai 1.030 orang, jauh melampaui daerah
lain. Jumlah ini sangat mungkin dipengaruhi oleh status Tarakan sebagai pusat
rujukan dan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di provinsi. Kabupaten
Bulungan (512), Malinau (480), dan Nunukan (460) juga menunjukkan kapasitas
yang relatif baik dalam penyediaan perawat, sedangkan Kabupaten Tana Tidung
kembali menjadi yang terendah dengan hanya 176 perawat. Ketimpangan ini
menunjukkan perlunya strategi redistribusi atau rekrutmen tenaga keperawatan
yang lebih merata, terutama di wilayah dengan ketersediaan tenaga kesehatan
yang rendah. Hal ini penting agar standar pelayanan kesehatan dasar dapat dijaga

secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

C.JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN
LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Tenaga kesehatan masyarakat merupakan profesional yang telah
memenuhi kualifikasi dalam bidang kesehatan masyarakat dan memiliki peran
penting dalam upaya promotif dan preventif kesehatan. Mereka terdiri atas
berbagai spesialisasi seperti epidemiolog kesehatan yang berfokus pada
pemantauan dan pengendalian penyakit, tenaga promosi kesehatan dan ilmu
perilaku yang berperan dalam mengubah perilaku masyarakat menuju hidup sehat,
pembimbing kesehatan kerja yang mengawasi kesehatan pekerja di lingkungan
kerja, serta tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan yang mendukung sistem

pelayanan kesehatan melalui kebijakan berbasis data. Selain itu, terdapat pula
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tenaga biostatistik dan kependudukan yang menganalisis data kesechatan, serta
tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga yang fokus pada kesehatan ibu, anak,
dan keluarga secara umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sementara itu, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga gizi juga
memainkan peran krusial dalam sistem pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan
lingkungan mencakup ahli sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan
mikrobiolog kesehatan yang bekerja menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap
sehat dan aman dari risiko penyebaran penyakit. Di sisi lain, tenaga gizi yang
terdiri dari nutrisionis dan dietisien bertugas memberikan asuhan gizi secara tepat
untuk mendukung status gizi individu dan masyarakat secara menyeluruh. Kedua
kelompok tenaga ini bekerja lintas sektor untuk mendukung kesehatan masyarakat
dari sisi lingkungan dan pola konsumsi. Sarana pelayanan kesehatan lain seperti
klinik, tempat praktik mandiri, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan
juga turut menunjang sistem layanan kesehatan, khususnya di tingkat

kabupaten/kota, sebagai pelengkap dari peran rumah sakit dan puskesmas.

Distribusi tenaga kesehatan berdasarkan jenis kelamin di Kalimantan
Utara menunjukkan dominasi tenaga perempuan di ketiga kategori profesi yang
diamati, yakni tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan
tenaga gizi. Dari total 213 tenaga kesehatan masyarakat, sebanyak 144 orang
(sekitar 68%) adalah perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah 69 orang. Pola
serupa terlihat pada tenaga kesehatan lingkungan, di mana dari 112 tenaga,
sebanyak 70 orang (sekitar 63%) merupakan perempuan. Ketimpangan gender
paling mencolok terlihat pada tenaga gizi, dengan 100 perempuan dari total 126
tenaga (sekitar 79%), sementara laki-laki hanya 26 orang. Pola ini
mengindikasikan bahwa profesi di bidang kesehatan, khususnya di Kalimantan
Utara, lebih banyak diminati atau diisi oleh perempuan, yang mungkin berkaitan
dengan persepsi sosial terhadap peran keperawatan, gizi, dan pelayanan kesehatan

sebagai pekerjaan yang bersifat merawat dan mendampingi.
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Gambar 4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan

Gizi Menurut Jenis Kelamin di Fasilitas Kesehatan Kalimantan Utara Tahun 2024

160
140
120
100
100

144
80 69 70
60
42

40 26

0

L P L P I
TENAGA KESEHATAN TENAGA KESEHATAN TENAGA GIZI
MASYARAKAT LINGKUNGAN

o

P

Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Provinsi Kalimantan Utara memiliki total 213 tenaga kesehatan
masyarakat yang tersebar di lima kabupaten/kota. Kabupaten Nunukan menjadi
wilayah dengan jumlah tenaga terbanyak, yaitu 75 orang, sedangkan Kabupaten
Tana Tidung memiliki jumlah terendah, yakni hanya 16 orang. Sementara itu,
Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan juga menunjukkan angka yang cukup
tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya
ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masyarakat antarwilayah yang patut
menjadi perhatian, khususnya dalam memastikan pemerataan akses layanan

promotif dan preventif di seluruh provinsi.

Tenaga kesehatan lingkungan di Kalimantan Utara tercatat sebanyak 112
orang. Jumlah terbesar berada di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan yang
masing-masing memiliki 24 orang. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung
kembali mencatat jumlah tenaga terendah, yaitu hanya 10 orang. Dengan sebaran
ini, terlihat bahwa kapasitas wilayah dalam pengawasan faktor lingkungan yang
berpengaruh pada kesehatan masyarakat masih belum merata, terutama di daerah

yang lebih terpencil dan memiliki keterbatasan sumber daya manusia.
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Tenaga gizi di Kalimantan Utara mencapai 126 orang. Kabupaten
Nunukan dan Kota Tarakan memiliki jumlah yang relatif tinggi, masing-masing
33 dan 31 orang, sementara Tana Tidung hanya memiliki 13 orang. Secara
keseluruhan, tenaga kesehatan perempuan mendominasi di semua bidang,
termasuk 100 dari 126 tenaga gizi adalah perempuan. Kondisi ini mencerminkan
peran penting tenaga kesehatan perempuan dalam sistem layanan dasar kesehatan,
sekaligus menjadi peluang untuk terus memperkuat kapasitas mereka, terutama di
bidang gizi masyarakat yang sangat strategis dalam upaya penurunan stunting dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara.

Gambar 4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan
Gizi di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun
2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

D. JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN
KETEKNISIAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah seseorang yang telah lulus

pendidikan Teknologi Laboratorium Medik, analis kesehatan, atau analis medis,
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dan memiliki kompetensi untuk melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan
tubuh manusia guna menghasilkan informasi tentang kesehatan individu maupun
masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, tenaga teknik biomedika lainnya mencakup profesi seperti
radiografer, elektromedis, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik,
yang memiliki kualifikasi di bidang teknik biomedika. Di sisi lain, tenaga
keterapian fisik, yang meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan
akupunktur, juga termasuk dalam tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi di

bidang keterapian fisik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, tenaga keteknisian medis terdiri dari perekam medis dan
informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis
optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi (perawat anestesi), terapis gigi
dan mulut (perawat gigi), serta audiologis. Adapun sarana pelayanan kesehatan
lain mencakup fasilitas selain puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah
kabupaten/kota, seperti klinik, tempat praktik mandiri, unit transfusi darah, dan

laboratorium kesehatan.

Di Kalimantan Utara, tenaga fungsional di bidang teknis kesehatan juga
menunjukkan dominasi perempuan. Dari total 216 ahli teknologi laboratorium
medik, sebanyak 143 orang (sekitar 66%) adalah perempuan, sedangkan laki-laki
berjumlah 73 orang. Untuk tenaga teknik biomedika lainnya, perempuan juga
lebih banyak yakni 37 orang dari total 89 tenaga (42%), meski selisihnya tidak
terlalu besar. Bidang keterapian fisik mencatat jumlah hampir seimbang dengan
31 laki-laki dan 30 perempuan, sedangkan di kategori keteknisian medis, proporsi
perempuan kembali lebih tinggi dengan 94 dari total 154 tenaga (61%),
dibandingkan 60 laki-laki. Pola ini menggarisbawahi peran penting tenaga teknis
perempuan dalam mendukung layanan diagnostik, terapeutik, dan support medis

di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Distribusi tenaga kesehatan berdasarkan kategori profesi di Kalimantan
Utara menunjukkan bahwa Kota Tarakan memiliki jumlah tertinggi pada seluruh

kategori yang diamati. Tercatat sebanyak 75 orang Ahli Teknologi Laboratorium
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Medik berada di Kota Tarakan, jauh melebihi kabupaten lain seperti Tana Tidung
yang hanya memiliki 17 orang. Hal serupa juga terlihat pada tenaga teknik
biomedika lainnya dan tenaga keterapian fisik, di mana Kota Tarakan masing-
masing memiliki 44 orang, sedangkan daerah lain jumlahnya jauh lebih sedikit.
Ini menunjukkan bahwa Kota Tarakan, sebagai wilayah perkotaan, menjadi pusat

konsentrasi tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus.

Gambar 4.6 Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, dan Keteknisian
Medik di Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kalimantan Utara Tahun

2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Kabupaten Nunukan menjadi wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan
terbanyak setelah Kota Tarakan, dengan 51 Ahli Teknologi Laboratorium Medik,
18 tenaga teknik biomedika lainnya, 9 tenaga keterapian fisik, dan 29 tenaga
keteknisian medis. Di sisi lain, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah tenaga
kesehatan yang paling sedikit untuk hampir seluruh kategori, terutama keterapian
fisik yang hanya berjumlah 2 orang. Kabupaten Malinau dan Bulungan berada
pada posisi tengah dengan jumlah tenaga yang relatif seimbang, meskipun

Malinau hanya memiliki 3 tenaga teknik biomedika dan 3 keterapian fisik.
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Ketimpangan distribusi ini mencerminkan adanya konsentrasi tenaga
kesehatan di daerah perkotaan seperti Tarakan, yang kemungkinan besar
disebabkan oleh tersedianya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, peluang kerja
yang lebih besar, dan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Kondisi ini
mengindikasikan perlunya strategi pemerataan distribusi tenaga kesehatan ke
daerah-daerah yang lebih terpencil, agar akses pelayanan kesehatan yang
berkualitas dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan

Utara.

Gambar 4.7 Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, dan Keteknisian
Medik di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

E.JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Tenaga kefarmasian merupakan tenaga kesehatan yang memenuhi

kualifikasi di bidang kefarmasian, mencakup apoteker dan tenaga teknis
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kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan. Apoteker adalah Sarjana
Farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi apoteker dan mengucapkan
sumpah jabatan, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah mereka yang
membantu apoteker dalam praktik kefarmasian, terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli
Madya Farmasi, Analis Farmasi, serta Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten

Apoteker.

Gambar 4.8 Jumlah Tenaga Teknik Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Menurut
Jenis Kelamin di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

F.JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI
FASILITAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Tenaga penunjang atau pendukung kesehatan adalah tenaga kerja non-
medis yang berperan penting dalam mendukung layanan kesehatan di berbagai
sektor. Kelompok ini meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga
dukungan manajemen. Pejabat struktural adalah mereka yang menempati posisi
jabatan struktural di institusi atau fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu,
tenaga pendidik terdiri dari dosen, widyaiswara, dan tenaga pengajar lainnya yang
mengajar di institusi pendidikan kesehatan. Adapun tenaga dukungan manajemen

mencakup pengelola program kesehatan, staf penunjang administrasi, staf
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teknologi, perencanaan, serta tenaga pendukung lainnya yang berkontribusi dalam

pengelolaan sistem kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan lain mencakup fasilitas di luar puskesmas dan
rumah sakit, seperti klinik, tempat praktik mandiri, unit transfusi darah, dan
laboratorium kesehatan, yang tersebar di kabupaten/kota. Sarana ini memperluas
cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat institusi
diknakes/diklat, yaitu institusi pendidikan atau pelatihan kesehatan yang dimiliki
oleh pemerintah daerah atau pusat, yang berperan dalam mencetak dan
meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di sektor

kesehatan.

Gambar 4.9 Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Fasilitas

Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Berdasarkan data tenaga penunjang atau pendukung kesehatan, jumlah
tenaga laki-laki dan perempuan cukup berimbang di setiap kategori. Pada kategori
pejabat struktural, terdapat 60 laki-laki dan 57 perempuan. Sementara itu, tenaga
dukungan manajemen didominasi oleh laki-laki sebanyak 162 orang dibandingkan
121 perempuan. Namun, pada kategori tenaga pendidik, jumlah perempuan lebih

banyak, yaitu 322 orang dibandingkan 304 laki-laki. Hal ini menunjukkan
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keterlibatan yang signifikan dari perempuan dalam bidang pendidikan kesehatan,

meskipun laki-laki masih mendominasi di sektor manajerial.

Distribusi tenaga penunjang/pendukung kesehatan di lima wilayah
menunjukkan variasi peran dan jumlah yang signifikan. Kabupaten Malinau
memiliki jumlah pejabat struktural tertinggi yaitu 54 orang dan juga memiliki 60
tenaga pendidik, namun tidak tercatat adanya tenaga dukungan manajemen.
Sebaliknya, di Kabupaten Bulungan justru didominasi oleh tenaga dukungan
manajemen sebanyak 248 orang, dengan jumlah pejabat struktural sebanyak 13

orang dan tanpa tenaga pendidik.

Kabupaten Tana Tidung mencatatkan jumlah yang relatif kecil di ketiga
kategori, dengan 10 pejabat struktural, 7 tenaga dukungan manajemen, dan 15
tenaga pendidik. Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu
jumlah tenaga pendidik yang sangat tinggi mencapai 552 orang, meskipun hanya

memiliki 34 pejabat struktural dan tidak ada tenaga dukungan manajemen.

Kota Tarakan menunjukkan komposisi yang sangat terbatas dengan hanya
6 pejabat struktural dan 28 tenaga dukungan manajemen, serta tanpa tenaga
pendidik. Data ini mencerminkan perbedaan fokus atau kebutuhan sumber daya
manusia pendukung kesehatan di setiap wilayah, yang bisa dipengaruhi oleh
karakteristik daerah, jumlah institusi pendidikan, serta kebijakan lokal dalam

sektor kesehatan.

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025
33



Gambar 4.10 Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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BAB YV

PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu subsistem dalam kesehatan nasional adalah subsistem
pembiayaan kesehatan, yang mencakup besarnya dana yang harus disediakan
untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang
diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pembiayaan
kesehatan merupakan pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan
pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan
kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat, swasta, dan sumber lain. Dalam bab ini, pembahasan difokuskan pada
anggaran kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara, anggaran kesehatan per kapita,

serta penjelasan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Berdasarkan data alokasi anggaran kesehatan, terlihat bahwa hampir
seluruh pendanaan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari APBD
kabupaten/kota, dengan total alokasi mencapai Rp985,5 miliar atau sekitar
99,80% dari total anggaran kesehatan. Sebagian besar dana tersebut digunakan
untuk belanja langsung sebesar Rp696,4 miliar, disusul oleh belanja tidak
langsung sebesar Rp94,5 miliar. Selain itu, terdapat dana dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp194,6 miliar, yang terbagi dalam DAK fisik dan non
fisik. DAK fisik terdiri dari dana reguler dan penugasan, sementara DAK non
fisik didominasi oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp85.,6
miliar. Namun, alokasi untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) dan penanganan
stunting tercatat nihil (Rp0), menandakan belum dimanfaatkannya skema ini
untuk mendukung intervensi kesehatan ibu dan anak serta penurunan prevalensi

stunting.

Kontribusi dari APBD Provinsi Kalimantan Utara terhadap anggaran

kesehatan sama sekali tidak tercatat (Rp0), baik dalam bentuk belanja langsung,
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belanja tidak langsung, maupun DAK provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pembiayaan sektor kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan pelayanan jika
kemampuan fiskal antardaerah tidak merata. Ketiadaan dukungan dari APBD
provinsi juga mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam perencanaan dan
prioritas kebijakan di tingkat provinsi, mengingat Kalimantan Utara merupakan
provinsi baru dengan kebutuhan pembangunan kesehatan yang tinggi di wilayah-

wilayah perbatasan dan terpencil.

Sumber pembiayaan lainnya seperti APBN hanya menyumbang sekitar
Rpl,7 miliar atau 0,17% dari total anggaran, dan seluruhnya masuk dalam
kategori "lain-lain", seperti bantuan sosial atau kapitasi. Sementara itu, kontribusi
dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) juga masih kecil, yaitu Rp237 juta
(0,02%), yang diperoleh dari Global Fund TB dan HIV/AIDS, tanpa alokasi untuk
malaria. Tidak terdapat dana dari sumber pemerintah lain yang dicatat. Dengan
minimnya dukungan dari tingkat provinsi dan pusat, Kalimantan Utara
membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif dalam pengelolaan
pembiayaan kesehatan, terutama dalam mengoptimalkan peran provinsi,
memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan kehadiran skema pembiayaan

nasional seperti JKN dapat menjangkau masyarakat di wilayah paling tertinggal.

B. ANGGARAN KESEHATAN PER KAPITA

Anggaran kesehatan per kapita di Provinsi Kalimantan Utara tercatat
sebesar Rp1.346.206,87, menunjukkan nilai yang relatif tinggi dibandingkan
dengan rata-rata nasional. Nilai ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam
membiayai kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Namun demikian, meskipun
nilai per kapitanya besar, distribusi anggaran yang hampir seluruhnya bertumpu
pada APBD kabupaten/kota dan nihilnya kontribusi APBD provinsi
mengindikasikan adanya potensi ketimpangan dalam pemerataan akses layanan
kesehatan antarwilayah. Selain itu, besarnya anggaran per kapita juga perlu dilihat
dari efektivitas penggunaannya, terutama dalam menjangkau kelompok rentan,

mengatasi beban penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan mutu
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layanan primer di daerah terpencil. Dengan kata lain, tingginya anggaran per
kapita harus dibarengi dengan perencanaan strategis dan tata kelola yang baik agar

dapat memberikan dampak nyata terhadap derajat kesehatan masyarakat.

C. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Tujuannya adalah agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta JKN terdiri
dari berbagai kategori, seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, yaitu
masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah
Pusat melalui APBN, dan Penerima Bantuan ITuran (PBI) APBD, yakni peserta
yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

Selain itu, terdapat kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mencakup
PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
dengan iuran dibayar oleh pemberi kerja dan peserta. Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) atau peserta mandiri membayar iuran secara mandiri karena bekerja
secara informal atau wiraswasta. Sedangkan kategori Bukan Pekerja (BP)
mencakup investor, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dan lainnya
yang tidak bekerja, di mana iuran JKN juga dibayar oleh mereka sendiri. Dengan
berbagai segmen peserta ini, JKN berupaya menjangkau seluruh lapisan

masyarakat secara menyeluruh.
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Gambar 5.1 Persentase Penduduk Penerima Jaminan Kesehatan di Kalimantan

Utara Tahun 2024

NON PBI, 46%
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Berdasarkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
Kalimantan Utara, dari total jumlah penduduk sebanyak 734.713 jiwa, sebanyak
98,84% atau 726.209 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini
menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan mencerminkan komitmen
kuat dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Utara.
Kepesertaan ini terbagi menjadi dua kategori utama: Penerima Bantuan Iuran (PBI)

dan Non-PBI.

Dari total peserta JKN, mayoritas termasuk dalam kategori Penerima
Bantuan Iuran (PBI), yakni sebesar 52,50% atau 385.726 jiwa. Rinciannya terdiri
atas PBI APBN sebanyak 226.162 jiwa (30,78%), PBI Provinsi sebanyak 38.583
jiwa (5,25%), dan PBI APBD sebanyak 120.981 jiwa (16,47%). Hal ini
menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Kalimantan Utara masih sangat
bergantung pada subsidi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk
memperoleh akses layanan kesehatan. Ini juga mengindikasikan masih adanya

kebutuhan akan penguatan intervensi sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan.
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Sementara itu, kategori Non-PBI mencakup 340.483 jiwa atau 46,34% dari
total peserta JKN. Komposisi Non-PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebanyak 225.071 jiwa (30,63%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
sebanyak 103.998 jiwa (14,15%), dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 11.414 jiwa
(1,55%). Angka ini mencerminkan bahwa hampir separuh penduduk sudah
mampu membiayai iuran JKN secara mandiri atau melalui mekanisme kerja
formal, suatu indikasi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sektor
ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Namun demikian, perbandingan antara PBI
dan Non-PBI masih menunjukkan dominasi peserta yang disubsidi, yang dapat
menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan kesejahteraan di

daerah 1ini.
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BAB VI

KESEHATAN KELUARGA

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya mewujudkan keluarga
berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat, di mana kondisi kesehatan tiap
anggota keluarga menjadi syarat utama. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat
memiliki peran signifikan dalam menentukan status kesehatan melalui pemenuhan
gizi dan jaminan kesehatan anggotanya demi optimalisasi pertumbuhan,
perkembangan, dan produktivitas. Di antara anggota keluarga, ibu dan anak
merupakan kelompok yang paling rentan karena terkait dengan fase kehamilan,
persalinan, nifas, serta tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kesehatan ibu dan
anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan nasional, sehingga
penilaian terhadap status kesehatan dan efektivitas upaya kesehatan ibu dan anak

sangat penting dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting dalam menilai
keberhasilan upaya kesehatan ibu, yang mengukur rasio kematian ibu selama
kehamilan, persalinan, dan nifas akibat komplikasi terkait kehamilan atau
pengelolaannya, namun tidak termasuk kematian yang disebabkan oleh
kecelakaan atau sebab lainnya. AKI tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi
program kesehatan ibu, tetapi juga dapat mencerminkan derajat kesehatan
masyarakat secara keseluruhan, karena sensitif terhadap perbaikan pelayanan
kesehatan, baik dalam hal aksesibilitas maupun kualitas. Kematian ibu
didefinisikan sebagai kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode
42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat sebab-sebab yang terkait dengan
atau diperberat oleh kehamilan, namun tidak disebabkan oleh kecelakaan, bencana,

cedera, atau bunuh diri.
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Gambar 6.1 Jumlah Kematian Ibu di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan bahwa dari total 13.147 kelahiran hidup di wilayah
yang tercakup, terdapat 20 kematian ibu yang terdiri dari 8 kematian ibu hamil, 4
kematian ibu bersalin, dan 8 kematian ibu nifas. Angka kematian ibu (AKI) yang
dilaporkan mencapai 152,13 per 100.000 kelahiran hidup, mengindikasikan masih
adanya tantangan dalam penanganan kesehatan ibu. Beberapa wilayah seperti
Tarakan Timur, Tanjung Palas Timur, dan Sembakung mencatat kasus kematian
ibu yang relatif tinggi, sementara sebagian besar daerah lainnya melaporkan nol

kasus.

Kematian ibu tersebar tidak merata, dengan beberapa puskesmas seperti
Karang Rejo (Tarakan Barat), Gunung Lingkas (Tarakan Timur), dan Tanjung
Palas Timur mencatat lebih dari satu kasus. Wilayah terpencil seperti Mentarang
(Malinau) dan Tulin Onsoi (Nunukan) juga melaporkan kematian ibu,
mengisyaratkan keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah pedalaman.
Sementara itu, wilayah seperti KTT (Kabupaten Tana Tidung) dan sebagian besar
Malinau tidak mengalami kasus, menunjukkan disparitas dalam kualitas layanan

kesehatan antar daerah.
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Tingginya AKI di beberapa wilayah menuntut intervensi spesifik, seperti
peningkatan layanan antenatal, persalinan oleh tenaga medis terlatih, dan
pemantauan pascapersalinan. Perlunya pemerataan fasilitas kesehatan, terutama di
daerah terpencil, serta edukasi tentang risiko kehamilan dan persalinan. Selain itu,
kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan
masyarakat, sangat penting untuk menekan angka kematian ibu dan mencapai

target pembangunan kesehatan yang lebih baik.

Gambar 6.2 Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian di Kalimantan

Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data kematian ibu di Kalimantan Utara tahun 2024 menunjukkan
bahwa perdarahan menjadi penyebab utama, dengan 7 kasus (35% dari total
kematian), diikuti oleh gangguan hipertensi (5 kasus, 25%) dan penyebab lain-lain
(6 kasus, 30%). Penyebab seperti infeksi, kelainan jantung, dan komplikasi

pascakeguguran relatif jarang. Wilayah dengan kasus tertinggi adalah Tarakan
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Timur (3 kasus) dan Tanjung Palas Timur (2 kasus perdarahan), sementara
beberapa daerah seperti KTT (Tana Tidung) dan Malinau Barat tidak melaporkan
kasus. Hal ini mengindikasikan disparitas dalam faktor risiko dan kualitas layanan

kesehatan antar wilayah.

Kasus perdarahan dominan di daerah seperti Tanjung Palas Timur dan
Seimenggaris (Nunukan), sedangkan gangguan hipertensi banyak terjadi
di Gunung Lingkas (Tarakan Timur) dan Mentarang (Malinau), menunjukkan
perlunya pemantauan ketat terhadap ibu hamil dengan riwayat tekanan darah
tinggi. Selain itu, 3 kasus kematian disebabkan oleh kelainan jantung dan
pembuluh darah, terutama di wilayah terpencil seperti Sembakung (Nunukan),
yang mungkin terkait keterbatasan fasilitas diagnosis dan penanganan
kegawatdaruratan. Minimnya kasus infeksi dan COVID-19 mencerminkan
keberhasilan pencegahan, tetapi tingginya kematian dengan penyebab "lain-lain"
(6 kasus) menuntut investigasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor

tersembunyi seperti anemia, gizi buruk, atau keterlambatan rujukan.

Untuk menekan angka kematian ibu, diperlukan intervensi spesifik berbasis

penyebab utama:

® Penguatan layanan kegawatdaruratan obstetri di daerah rawan perdarahan,
termasuk ketersediaan darah dan tenaga terlatih.

® Program skrining hipertensi dan penyakit kardiovaskular pada ibu hamil,
terutama di puskesmas dengan kasus tinggi seperti Salimbatu (Bulungan) dan
Pulau Sapi (Malinau).

® Peningkatan surveilans dan pencatatan medis untuk mengungkap penyebab
"lain-lain" yang belum terklasifikasi, serta edukasi masyarakat tentang tanda
bahaya kehamilan.
Kolaborasi antar dinas kesehatan kabupaten/kota dan peningkatan akses
layanan di wilayah terpencil seperti Sungai Tubu (Malinau) dan Lumbis
Ogong (Nunukan) juga krusial untuk mencapai target pembangunan

kesehatan yang inklusif.
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Gambar 6.3 Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Kalimantan
Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dari total 14.736 ibu hamil di Kalimantan
Utara, sebanyak 12.722 ibu hamil (86,33%) telah mendapatkan pemeriksaan
kehamilan pertama (K1). Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu
hamil sudah mulai mengakses layanan kesehatan sejak awal kehamilan, yang
merupakan langkah penting untuk mendeteksi dini faktor risiko yang dapat
mempengaruhi kehamilan. Selanjutnya, sebanyak 12.466 ibu hamil (84,6%)
tercatat telah menjalani pemeriksaan kehamilan keempat (K4), menunjukkan
bahwa sebagian besar ibu hamil melanjutkan pemeriksaan secara rutin selama

masa kehamilan mereka, meskipun terjadi sedikit penurunan dari cakupan K1 ke

K4.

Pada indikator K6, yang menggambarkan kelanjutan pemantauan
kesehatan ibu hamil, jumlah ibu hamil yang tercatat mencapai 10.994 atau sekitar
72,97%. Penurunan ini relatif lebih besar dibandingkan capaian K1 dan K4,
mengindikasikan bahwa keberlanjutan kunjungan pemeriksaan hingga tahap akhir
kehamilan masih menjadi tantangan di Kalimantan Utara. Kondisi ini

menunjukkan perlunya peningkatan intervensi untuk mempertahankan kepatuhan
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ibu hamil dalam melakukan kunjungan antenatal secara lengkap, agar deteksi dan
penanganan risiko kehamilan dapat lebih optimal, serta mendukung upaya

penurunan angka kematian ibu di Kaltara.

Gambar 6.4 Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin/Nifas di
Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Berdasarkan data ibu bersalin dan nifas di Kalimantan Utara, dari 13.682
persalinan yang tercatat, sebanyak 12.931 persalinan (99,5%) telah dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh
proses persalinan telah berlangsung di tempat yang aman dan terpantau oleh
tenaga kesehatan profesional, yang sangat penting dalam upaya menurunkan
risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, cakupan kunjungan pertama masa nifas
(KF1) juga sangat baik, dengan 13.086 ibu (93,03%) yang menjalani pemeriksaan
awal pasca persalinan. Tingginya angka ini menandakan adanya kesadaran yang

tinggi akan pentingnya kontrol kesehatan pada masa nifas.

Namun, saat dilihat dari kelengkapan kunjungan masa nifas (KF lengkap),
hanya 11.943 ibu (84,91%) yang melaksanakan seluruh rangkaian kunjungan

sesuai standar. Walaupun persentase ini masih tergolong baik, tetap diperlukan
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upaya untuk meningkatkan kepatuhan ibu dalam menyelesaikan seluruh rangkaian
pemeriksaan nifas. Di sisi lain, cakupan pemberian vitamin A kepada ibu nifas
cukup tinggi, yakni mencapai 93,19% (13.108 ibu). Pemberian vitamin A ini
penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu setelah melahirkan dan
mempercepat pemulihan. Secara keseluruhan, layanan untuk ibu bersalin dan nifas
di Kalimantan Utara sudah berjalan dengan baik, namun tetap perlu penguatan
dalam memastikan kelengkapan kontrol nifas untuk lebih menjamin kesehatan

jangka panjang ibu dan bayi.

Gambar 6.5 Jumlah Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil di Kalimantan Utara
Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Berdasarkan data imunisasi tetanus diphtheria (Td) pada ibu hamil di
Kalimantan Utara, dari total 13.168 ibu hamil, cakupan imunisasi dasar seperti
Tdl, Td2, dan Td3 masih tergolong rendah. Hanya 639 ibu hamil (4,85%) yang
menerima imunisasi Td1, 1.227 ibu (9,32%) menerima Td2, dan 1.259 ibu (9,56%)
menerima Td3. Angka ini menunjukkan bahwa pemberian imunisasi tahap awal
hingga menengah masih belum optimal, padahal imunisasi Td sangat penting
untuk melindungi ibu dan bayi dari infeksi tetanus, yang berisiko tinggi selama

proses persalinan. Rendahnya cakupan ini mengindikasikan perlunya peningkatan
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sosialisasi dan akses terhadap imunisasi bagi ibu hamil, terutama di wilayah

terpencil.

Melihat cakupan imunisasi lanjutan, hanya 1.045 ibu (7,93%) yang telah
mendapatkan vaksinasi Td4, dan 3.935 ibu (29,88%) yang mencapai Td5, yaitu
dosis yang memberikan perlindungan jangka panjang. Walaupun cakupan Td5
terlihat lebih tinggi dibandingkan tahapan sebelumnya, proporsinya masih belum
memenuhi target optimal pelayanan kesehatan ibu. Kondisi ini mencerminkan
tantangan dalam mempertahankan kelengkapan imunisasi berulang, yang bisa
disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran ibu hamil,
keterbatasan fasilitas, ataupun hambatan geografis di Kalimantan Utara yang

banyak memiliki daerah pedalaman.

Di sisi lain, angka cakupan imunisasi Td2+, yaitu minimal dua kali
imunisasi Td, mencapai 68,65% (9.039 ibu hamil). Ini merupakan kabar positif
karena menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil telah menerima setidaknya
dua dosis imunisasi, yang sudah cukup memberikan perlindungan dasar terhadap
tetanus neonatorum. Meski demikian, untuk memastikan perlindungan jangka
panjang bagi bayi dan ibu, tetap perlu ditekankan pentingnya kelengkapan seluruh
rangkaian imunisasi hingga Td5. Upaya intensifikasi edukasi, memperkuat
jejaring pelayanan imunisasi hingga tingkat desa, dan mendekatkan layanan ke
masyarakat menjadi langkah kunci untuk meningkatkan cakupan ini secara merata

di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
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Gambar 6.6 Jumlah Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak
Hamil di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Berdasarkan data imunisasi tetanus diphtheria (Td) pada wanita usia subur
(WUS) tidak hamil (15-39 tahun) di Kalimantan Utara, terlihat bahwa cakupan
imunisasi masih sangat rendah. Dari total 129.150 WUS, hanya 894 orang (0,69%)
yang menerima imunisasi Td1, 929 orang (0,72%) menerima Td2, dan 1.053
orang (0,82%) menerima Td3. Angka ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan
akses imunisasi pada kelompok WUS belum berjalan optimal. Kondisi ini cukup
mengkhawatirkan, mengingat imunisasi Td berfungsi sebagai perlindungan dasar
untuk mencegah risiko tetanus pada perempuan yang nantinya bisa berpengaruh

terhadap kesehatan ibu dan bayi di masa kehamilan.

Pada tahapan imunisasi lanjutan, cakupan Td4 dan Td5 juga tidak
menunjukkan perbaikan yang signifikan. Sebanyak 1.904 orang (1,47%)
menerima Td4 dan 1.278 orang (0,99%) menerima Td5, masih sangat jauh dari
angka ideal yang diharapkan untuk membentuk kekebalan populasi. Data ini
menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada pemberian dosis lanjutan
seperti Td4, secara keseluruhan, kontinuitas imunisasi dari Td1 sampai Td5 sangat

lemah. Hambatan yang mungkin terjadi meliputi kurangnya program vaksinasi
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yang terfokus untuk WUS tidak hamil, keterbatasan sosialisasi, atau persepsi

masyarakat yang belum memandang penting imunisasi Td di luar masa kehamilan.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang lebih agresif di
Kalimantan Utara untuk memperluas cakupan imunisasi Td pada WUS tidak
hamil. Pendekatan berbasis komunitas seperti kampanye vaksinasi, integrasi
dengan pelayanan kesehatan rutin, hingga inovasi layanan jemput bola menjadi
penting untuk diterapkan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
imunisasi Td sebagai investasi kesehatan jangka panjang harus diperkuat,
mengingat kelompok WUS ini akan menjadi calon ibu di masa depan, yang
kesehatannya menentukan kualitas generasi berikutnya. Tanpa langkah proaktif,
risiko tetanus maternal dan neonatal di Kalimantan Utara akan sulit ditekan secara

signifikan.

Gambar 6.7 Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil

dan Tidak Hamil) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Distribusi imunisasi Td pada WUS (Wanita Usia Subur) baik yang hamil
maupun tidak hamil di Kalimantan Utara memperlihatkan ketimpangan yang
cukup mencolok antar daerah. Kota Tarakan menonjol dengan jumlah penerima

imunisasi yang tinggi, terutama pada tahap Td2 dan Td5, dengan 1.061 dan 3.438
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penerima. Kabupaten Nunukan juga menunjukkan capaian yang kuat, terutama
pada Td3 (1.008 penerima) dan Td4 (1.864 penerima). Sebaliknya, Kabupaten
Malinau memperlihatkan angka sangat kecil di tahap awal (hanya 54 penerima
Td1), namun terjadi lonjakan sangat besar di Td5 (3.481 penerima). Ini bisa
menunjukkan bahwa Malinau lebih fokus pada pemberian dosis lanjutan (booster)

atau mungkin ada keterlambatan dalam pencatatan tahapan imunisasi sebelumnya.

Polanya memperlihatkan dinamika yang berbeda di tiap wilayah.
Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan signifikan dari tahap ke tahap, dari
216 penerima Td1 menjadi hanya 68 penerima Td5, yang mungkin menunjukkan
masalah keberlanjutan atau konsistensi program imunisasi di daerah tersebut.
Kabupaten Bulungan, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan Tarakan dan
Nunukan, memperlihatkan distribusi yang lebih stabil antar tahap imunisasi.
Perbedaan ini penting dicermati, apalagi karena data mencakup WUS hamil dan
tidak hamil: capaian pada WUS hamil cenderung lebih strategis untuk pencegahan
tetanus pada ibu dan bayi, sementara capaian WUS tidak hamil penting untuk

kekebalan populasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa cakupan imunisasi
Td di Kalimantan Utara masih belum merata, baik antar kabupaten/kota maupun
antar tahap imunisasi. Capaian tinggi di Kota Tarakan dan Nunukan menunjukkan
praktik yang dapat direplikasi, tetapi daerah seperti Malinau dan Tana Tidung
memerlukan intervensi lebih tajam, terutama untuk memperbaiki kesinambungan
pemberian imunisasi dari tahap awal hingga booster. Pemerintah daerah perlu
membedakan strategi pendekatan untuk WUS hamil dan tidak hamil, misalnya
dengan memperkuat layanan di fasilitas kesehatan untuk WUS hamil dan
memperluas mobilisasi kader untuk menjangkau WUS tidak hamil di komunitas,

agar ketahanan imunisasi terhadap tetanus bisa tercapai secara luas.
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Gambar 6.8 Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan dan Mengonsumsi Tablet
Tambahan Darah (TTD 90 Tablet) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Cakupan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet untuk ibu hamil
di Kalimantan Utara menunjukkan capaian yang cukup tinggi secara keseluruhan,
dengan rata-rata 91,7% ibu hamil menerima TTD. Kota Tarakan menjadi daerah
dengan kinerja terbaik, dengan 99,1% ibu hamil mendapatkan TTD, hampir
merata di seluruh puskesmas yang ada. Nunukan, meski memiliki jumlah ibu
hamil cukup besar, mencatat cakupan terendah yakni 77,2%, menandakan
perlunya peningkatan distribusi yang lebih intensif di wilayah tersebut. Kabupaten
lainnya seperti KTT (Tana Tidung), Bulungan, dan Malinau, meski menunjukkan
capaian relatif baik di atas 80%, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama
untuk menjangkau kelompok ibu hamil yang belum mendapatkan akses penuh

terhadap TTD.
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Namun, bila ditelaah lebih dalam, terdapat kesenjangan antara jumlah ibu
hamil yang menerima TTD dengan yang benar-benar mengonsumsi. Kota Tarakan
sekali lagi menunjukkan performa baik, dengan hampir seluruh ibu hamil yang
menerima TTD juga mengonsumsinya (4.305 dari 4.329). Sebaliknya, Kabupaten
Tana Tidung (KTT) menunjukkan masalah serius: dari 2.405 ibu hamil yang
mendapatkan TTD, hanya 278 yang tercatat mengonsumsinya, mencerminkan
tantangan besar dalam kepatuhan konsumsi meskipun distribusi berjalan. Hal
serupa, meski tidak se-ekstrem KTT, juga terlihat di Nunukan dan Malinau, yang

memiliki selisih cukup signifikan antara penerima dan konsumen TTD.

Secara umum, meskipun capaian distribusi TTD di Kalimantan Utara
dapat dikategorikan baik, upaya untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD
harus menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah-wilayah seperti KTT dan
Nunukan. Strategi komunikasi perubahan perilaku, edukasi intensif tentang
pentingnya konsumsi rutin 90 tablet TTD selama kehamilan, serta monitoring
konsumsi di tingkat puskesmas dan kader perlu diperkuat. Tanpa konsumsi yang
optimal, efektivitas program dalam menurunkan anemia ibu hamil dan komplikasi
kehamilan tetap tidak akan tercapai, meskipun distribusi tablet telah dilakukan

dengan baik.

Data peserta Keluarga Berencana (KB) Metode Modern di Provinsi
Kalimantan Utara menunjukkan bahwa tingkat adopsi metode modern cukup
tinggi, dengan 66,7% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat sebagai
peserta KB aktif. Kota Tarakan mencatat cakupan tertinggi sebesar 87,41%,
mencerminkan program KB yang relatif efektif dan diterima masyarakat.
Sebaliknya, Kabupaten Malinau menunjukkan tingkat adopsi paling rendah, hanya
sebesar 1,3%, menandakan tantangan besar dalam promosi dan penyediaan
layanan KB modern di wilayah tersebut. Kabupaten lain seperti KTT (Tana
Tidung), Bulungan, dan Nunukan berada pada kisaran 47,9% hingga 71,98%,
menunjukkan variasi dalam keberhasilan implementasi program KB di masing-

masing daerah.
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Gambar 6.9 Persentase Penggunaan KB Menurut Jenisnya di Kalimantan Utara

Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Dilihat dari jenis metode kontrasepsi yang digunakan, suntik KB menjadi
metode paling populer di seluruh kabupaten/kota, dengan rata-rata penggunaan
sebesar 63,08%. Kota Tarakan dan Nunukan menunjukkan penggunaan suntik KB
yang sangat dominan (67,8% dan 65,4%), sementara Malinau mencatat
penggunaan suntik KB ekstrem tinggi hingga 94,4% dari peserta KB di wilayah
tersebut. Metode pil dan implan juga cukup diminati, terutama di Kabupaten
Bulungan dan Nunukan, dengan angka penggunaan pil mencapai 20,03% dan
12,86% serta implan sebesar 10,64% dan 13,7% masing-masing. Sebaliknya,
metode jangka panjang seperti MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP

(Metode Operasi Pria) masih sangat minim digunakan di semua wilayah.

Sementara itu, angka efek samping, komplikasi, dan kegagalan ber-KB di
Kalimantan Utara terbilang sangat rendah. Tercatat hanya 21 kasus efek samping,
13 kasus komplikasi, dan 11 kasus kegagalan KB di seluruh provinsi. Kota

Tarakan dan Malinau bahkan tidak mencatat adanya kasus efek samping maupun
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komplikasi, memperlihatkan tingkat keamanan pelayanan KB yang baik. Namun,
Kabupaten Bulungan mencatat angka efek samping tertinggi dengan 20 kasus,
yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, baik dalam pemantauan kondisi

kesehatan akseptor KB maupun peningkatan kualitas layanan.

Isu dropout atau putus pakai KB juga menjadi catatan penting. Dari total
peserta KB, tercatat sebanyak 2.189 kasus dropout, dengan tingkat dropout
tertinggi terjadi di Kota Tarakan (5,09%) dan Bulungan (1,3%). KTT dan
Nunukan mencatat angka dropout yang lebih rendah, sedangkan Malinau tidak
melaporkan adanya kasus dropout sama sekali. Kondisi ini mengindikasikan
perlunya upaya mempertahankan keberlangsungan penggunaan KB, melalui
konseling berkala dan pelayanan pasca-KB yang lebih intensif, khususnya di
daerah-daerah dengan tingkat dropout relatif tinggi.

Gambar 6.10 Jumlah Pasangan Usia Subur dengan Status 4 Terlalu (4T) dan Alki
yang Menjadi Peserta KB Aktif di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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Profil Pasangan Usia Subur (PUS) di Kalimantan Utara tahun 2024
menunjukkan total 122.180 PUS tersebar di lima kabupaten/kota, dengan jumlah
puskesmas aktif sebanyak 58 unit. Dari keseluruhan PUS, terdapat 1.574 PUS
yang tergolong dalam kategori 4 Terlalu (4T), yakni kelompok dengan risiko
tinggi karena faktor usia, jumlah anak, dan jarak kelahiran. Kabupaten Bulungan
mencatat proporsi PUS 4T tertinggi (69,6%), diikuti Nunukan (50,6%), sementara
Kota Tarakan, KTT, dan Malinau memiliki persentase yang jauh lebih rendah.
Menariknya, KTT dan Malinau melaporkan angka 0% untuk PUS 4T, yang perlu
ditelusuri lebih lanjut apakah ini karena faktor pencatatan atau memang

karakteristik demografinya.

Dalam hal penggunaan KB, 89,64% dari seluruh PUS 4T tercatat sudah
ber-KB, mencerminkan keberhasilan upaya intervensi kesehatan reproduksi di
wilayah ini. Kabupaten Bulungan menunjukkan performa luar biasa dengan
seluruh PUS 4T (100%) telah ber-KB, disusul KTT dengan cakupan 90%. Kota
Tarakan dan Nunukan menunjukkan cakupan sedikit lebih rendah masing-masing
70,4% dan 65,7%. Namun, Malinau mencatatkan angka 0%, menandakan tidak
adanya PUS 4T yang ber-KB — hal ini memperkuat kebutuhan evaluasi
mendalam mengenai pelayanan KB di daerah tersebut, baik dari sisi permintaan

maupun penyediaan layanan.

Selain itu, terdapat 247 PUS perempuan yang ber-KB sambil menghadapi
masalah kesehatan atau masuk dalam kategori ALKI (Anemia, LiLA <235,
Penyakit Kronis, dan IMS). KTT menyumbang jumlah tertinggi dengan 197 kasus,
menunjukkan potensi kerentanan yang perlu dimitigasi melalui penguatan layanan
kesehatan terpadu. Kota Tarakan dan Nunukan mencatatkan jumlah lebih rendah
masing-masing 7 dan 43 kasus, sementara Bulungan tidak melaporkan data ALKI.
Ini menunjukkan pentingnya integrasi layanan KB dengan pemeriksaan kesehatan
berkala, khususnya untuk perempuan dengan kondisi medis khusus, agar
efektivitas program KB tetap sejalan dengan upaya meningkatkan kesehatan

maternal secara umum.

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025
55



Gambar 6.11 Jumlah Komplikasi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara mencatat jumlah ibu hamil
sebanyak 14.285 orang. Dari jumlah tersebut, masalah gizi berupa Kurang Energi
Kronis (KEK) dialami oleh 1.369 ibu hamil, dengan kasus terbanyak di
Kabupaten Nunukan (443 kasus) dan Kota Tarakan (387 kasus). Anemia pada
trimester pertama dan ketiga juga menjadi perhatian utama, masing-masing
tercatat sebanyak 1.688 dan 1.682 kasus, di mana Nunukan dan Kota Tarakan
menyumbang angka tertinggi. Selain masalah gizi dan anemia, kasus perdarahan
tercatat sebanyak 157 kasus, dengan Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang

kasus terbanyak (72 kasus).

Terkait komplikasi lain di tahun 2024, preeklamsia/eklamsia ditemukan
pada 265 ibu hamil, dengan konsentrasi kasus tertinggi di Kabupaten Nunukan
(124 kasus) dan Kota Tarakan (100 kasus). Kasus diabetes melitus selama
kehamilan mencapai 66 kasus, didominasi oleh Kota Tarakan (24 kasus) dan

Nunukan (16 kasus). Kasus infeksi lainnya, termasuk tuberkulosis dan malaria,
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tercatat relatif rendah, dengan hanya satu kasus tuberkulosis di Kota Tarakan dan
nihil kasus malaria di seluruh kabupaten/kota. Kasus jantung juga relatif jarang
terjadi, hanya empat kasus di Nunukan, sementara tidak ditemukan kasus COVID-

19 aktif pada ibu hamil dalam laporan.

Komplikasi lain yang tidak terklasifikasikan secara spesifik (penyebab
lainnya) tercatat sebanyak 512 kasus, dengan Nunukan menyumbang hampir 88%
dari total (450 kasus). Temuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan
memikul beban komplikasi kebidanan paling berat di Provinsi Kalimantan Utara
tahun 2024, disusul oleh Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Data ini
mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada peningkatan layanan kesehatan
ibu hamil, khususnya dalam penanganan KEK, anemia, preeklamsia/eklamsia,
serta investigasi lebih lanjut terhadap penyebab komplikasi yang belum

teridentifikasi dengan jelas.

Gambar 6.12 Jumlah Komplikasi Neonatal Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara mencatat sebanyak 12.987
kelahiran hidup, dengan 840 kasus komplikasi neonatal yang tersebar di lima
kabupaten/kota. Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan menjadi penyumbang
jumlah komplikasi neonatal terbesar, masing-masing dengan 353 dan 195 kasus.
Jenis komplikasi yang paling banyak terjadi adalah BBLR (Bayi Berat Lahir
Rendah), dengan total 571 kasus, diikuti oleh asfiksia sebanyak 95 kasus. BBLR
paling banyak ditemukan di Nunukan (198 kasus) dan Tarakan (180 kasus),
menunjukkan bahwa meskipun Tarakan memiliki jumlah kelahiran hidup tertinggi,
beban komplikasi per kelahiran lebih berat di daerah lain seperti Bulungan dan

Nunukan.

Dari sisi distribusi jenis komplikasi, infeksi neonatal relatif rendah dengan
total 44 kasus di seluruh provinsi, sebagian besar berasal dari Bulungan (43 kasus).
Kasus COVID-19 pada neonatus juga tercatat sebanyak 114 kasus, didominasi
oleh Bulungan (78 kasus) dan Nunukan (31 kasus), yang mengindikasikan
perlunya peningkatan upaya pencegahan infeksi di dua daerah tersebut. Sementara
itu, komplikasi akibat kelainan kongenital tercatat 11 kasus, dengan kontribusi
terbanyak dari Kota Tarakan. Tetanus neonatorum hampir tidak ditemukan, hanya
tercatat satu kasus di Bulungan, menandakan keberhasilan program imunisasi

dasar, meskipun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Secara umum, komplikasi "lain-lain" yang tidak diklasifikasikan secara
spesifik berjumlah 110 kasus, didominasi oleh Nunukan (94 kasus). Angka ini
cukup signifikan dan mengindikasikan adanya potensi masalah yang belum
teridentifikasi atau dicatat secara rinci dalam sistem pelaporan kesehatan. Secara
keseluruhan, beban komplikasi neonatal di Kalimantan Utara pada tahun 2024
masih cukup tinggi, terutama terkait BBLR dan asfiksia. Temuan ini menekankan
pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan deteksi dini
terhadap faktor risiko selama kehamilan, serta pengendalian infeksi untuk
menurunkan angka komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir di

wilayah ini.
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B. KESEHATAN ANAK

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Oleh karena itu, upaya kesehatan anak perlu dilakukan secara
terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya ini dimulai sejak anak masih
dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Salah satu tujuan utama upaya
kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui penurunan

angka kematian bayi baru lahir, bayi, dan balita.

Gambar 6.13 Jumlah Kematian Neonatal dan Post Neonatal Menurut

Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan variasi jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita di
lima kabupaten/kota Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan mencatat angka
tertinggi  untuk  ketiga  kategori  (neonatal=41, bayi=52, balita=53),
sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki angka terendah (neonatal=3, bayi=4,

balita=6). Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan menunjukkan pola serupa
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dengan jumlah kematian balita > bayi > neonatal. Secara agregat, provinsi ini
melaporkan total 121 kematian neonatal, 155 bayi, dan 168 balita, dengan rasio

kematian balita:bayi:neonatal sebesar 1.39:1.28:1.

Angka kematian terlaporkan per 1.000 kelahiran hidup meningkat seiring
kelompok usia: neonatal (17.6) < bayi (24.7) < balita (26.7). Pola ini konsisten di
semua wilayah kecuali Kabupaten Malinau, di mana selisih angka kematian bayi-
balita lebih kecil (2 poin) dibanding rata-rata provinsi (2 poin neonatal-bayi dan 2
poin bayi-balita). Kota Tarakan memiliki proporsi kematian neonatal yang relatif
tinggi (27 dari 121 total provinsi), menyumbang 22.3% dari total kasus neonatal

Kalimantan Utara.

Gambar 6.14 Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Utama dan

Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan BBLR dan prematuritas sebagai penyebab utama
kematian neonatal di Kalimantan Utara (571 kasus), dengan kontribusi tertinggi di
Kabupaten Nunukan (198 kasus) dan Kota Tarakan (180 kasus). Penyebab lain

seperti asfiksia (95 kasus) dan infeksi (44 kasus) juga signifikan, terutama di
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Bulungan (asfiksia=72, infeksi=43). Sementara itu, tetanus neonatorum dan
COVID-19 tidak menjadi masalah serius (hanya 1 dan O kasus secara berturut-
turut). Kabupaten Malinau mencatat angka terendah untuk semua kategori

penyebab, dengan hanya 4 kasus BBLR/prematuritas dan tidak ada kasus lainnya.

Variasi geografis terlihat jelas: Bulungan dan Nunukan memiliki beban
ganda (BBLR/prematuritas + asfiksia/infeksi), sementara Tana Tidung dan Kota
Tarakan didominasi oleh BBLR/prematuritas. Kategori "lain-lain" menyumbang
114 kasus, dengan Bulungan sebagai kontributor terbesar (78 kasus),
mengindikasikan perlunya pendataan lebih rinci. Secara keseluruhan, faktor
perinatal (BBLR, prematuritas, asfiksia) menjadi tantangan utama, membutuhkan

intervensi spesifik berbasis wilayah.

Gambar 6.15 Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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Data menunjukkan total 169 kematian balita di Kalimantan Utara dengan
distribusi yang bervariasi antar wilayah. Kabupaten Nunukan mencatat angka
tertinggi (53 kasus), diikuti oleh Kabupaten Bulungan (51 kasus) dan Kota
Tarakan (38 kasus). Sementara itu, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung memiliki
angka yang jauh lebih rendah, masing-masing 20 dan 6 kasus. Terdapat 1 kasus

tambahan dengan alamat domisili tidak valid.

Perbedaan angka kematian ini menunjukkan disparitas antar wilayah yang
signifikan, dimana Nunukan dan Bulungan menyumbang 61.5% dari total
kematian balita di provinsi ini. Sementara Tana Tidung hanya berkontribusi 3.6%,
menandakan adanya ketimpangan dalam faktor-faktor yang memengaruhi
kesehatan balita seperti akses layanan kesehatan, kondisi lingkungan, atau tingkat

ekonomi keluarga di masing-masing wilayah.

C. GIZI

Subbab ini membahas tentang status gizi balita beserta upaya pencegahan
dan penanganan masalah gizi. Upaya tersebut meliputi pemberian ASI eksklusif
pada bayi usia hingga 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6
sampai 59 bulan, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, serta
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kurang energi

kronik dan balita yang mengalami gizi kurang.

Status gizi balita diukur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Standar ini
digunakan untuk mengukur dan menilai status gizi anak melalui beberapa
indikator, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), panjang badan atau tinggi
badan menurut umur (PB/U atau TB/U), serta berat badan menurut panjang badan
atau tinggi badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi
berdasarkan indeks antropometri tersebut mengikuti kategori status gizi yang
ditetapkan dalam WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0 hingga 5 tahun
dan The WHO Reference 2007 untuk anak usia 5 hingga 18 tahun.
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Program gizi di Kalimantan Utara mencakup empat intervensi utama:
(1) Pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian hanya ASI tanpa tambahan
makanan/minuman lain pada bayi usia 0-6 bulan; (2) Suplementasi vitamin A,
berupa kapsul biru (100.000 IU) untuk bayi 6-11 bulan dan kapsul merah
(200.000 IU) untuk balita 12-59 bulan, diberikan dua kali setahun (Februari dan
Agustus); (3) Tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri sebagai upaya
pencegahan anemia; serta (4) Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu
hamil dengan kurang energi kronik (KEK) dan balita gizi kurang, bertujuan

memenuhi kebutuhan gizi spesifik.

Indikator pemantauan meliputi: Kepemilikan Buku KIA (bukti pencatatan
pelayanan  kesehatan  balita 0-59  bulan), pemantauan pertumbuhan
balita (penimbangan >8 kali/tahun dan pengukuran tinggi badan >2 kali/tahun),
serta pelayanan SDIDTK (pemeriksaan perkembangan balita menggunakan
instrumen standar). Status gizi dinilai berdasarkan indeks WHO: BB/U (gizi
kurang/buruk), TB/U (stunting), dan BB/TB (wasting). Program ini didukung oleh
skrining kesehatan peserta didik di semua jenjang pendidikan untuk deteksi dini

masalah gizi dan kesehatan.

Data menunjukkan variasi cakupan penanganan BBLR di Kalimantan
Utara dengan total 609 kasus dari 14.504 sasaran (4,2%). Kabupaten
Nunukan mencatat jumlah kasus tertinggi (204) meskipun persentase cakupannya
6,2%, sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase tertinggi (10,3%)
walau dengan jumlah kasus relatif kecil (35). Hal ini mengindikasikan bahwa
Tana Tidung mungkin memiliki sistem deteksi dan penanganan BBLR yang lebih

efektif dibandingkan wilayah lain.
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Gambar 6.16 Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan menunjukkan persentase cakupan
di bawah rata-rata provinsi (masing-masing 3,0% dan 3,6%), meski memiliki
jumlah sasaran yang besar. Kabupaten Malinau berada sedikit di atas rata-rata
dengan cakupan 5,0%. Perbedaan ini mungkin mencerminkan disparitas dalam
kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, atau sistem rujukan

BBLR antar wilayah di Kalimantan Utara.
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Gambar 6.17 Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan variasi pencapaian kunjungan neonatal di berbagai
wilayah. Kota Tarakan mencatat kinerja terbaik dengan cakupan hampir sempurna
(97,6% kunjungan pertama dan 97,7% kunjungan lengkap), jauh melampaui rata-
rata wilayah (86,9% dan 84,4%). Pencapaian ini kontras dengan Kabupaten Tana
Tidung yang hanya mencapai 66,11% kunjungan pertama dan 60,77% kunjungan
lengkap, menunjukkan tantangan serius dalam layanan kesehatan neonatal.
Wilayah lain seperti Nunukan dan Bulungan menunjukkan capaian moderat
sekitar 80%, sementara Malinau memiliki disparitas antara kunjungan pertama

(88,85%) dan kelengkapan kunjungan (73,81%).

Secara keseluruhan, tercatat 13.671 sasaran dengan cakupan rata-rata
86,9% untuk kunjungan pertama dan 84,4% untuk kunjungan lengkap. Kota
Tarakan sebagai wilayah perkotaan menunjukkan sistem layanan yang lebih
mapan, sedangkan Tana Tidung yang merupakan wilayah terkecil (599 sasaran)

justru menghadapi tantangan terberat. Perbedaan ini mengindikasikan adanya
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ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan neonatal antar wilayah,
yang memerlukan pendekatan khusus untuk wilayah-wilayah tertinggal guna

meningkatkan cakupan pelayanan.

Gambar 6.18 Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan capaian Inisiasi Menyusui Dini (IMD) lebih baik
dibandingkan pemberian ASI eksklusif di Kalimantan Utara. Secara keseluruhan,
75,7% bayi baru lahir mendapat IMD, dengan pencapaian tertinggi di Kabupaten
Nunukan (83,8%) dan Tana Tidung (81,3%). Namun, cakupan ASI eksklusif
untuk bayi <6 bulan lebih rendah (60,1%), dengan disparitas antar wilayah yang
signifikan. Kabupaten Tana Tidung dan Malinau menunjukkan performa relatif
lebih baik dalam ASI eksklusif (masing-masing 71,9% dan 66,4%), sementara

wilayah lain seperti Bulungan, Nunukan, dan Kota Tarakan berada di kisaran 57%.

Kabupaten Nunukan menonjol dalam IMD namun memiliki tantangan
dalam ASI eksklusif (83,8% vs 57,8%), pola yang juga terlihat di Kota Tarakan
(79,4% vs 57,4%). Kabupaten Tana Tidung, meski jumlah sasarannya kecil (342
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bayi), menunjukkan konsistensi terbaik dengan capaian di atas rata-rata untuk
kedua indikator. Data ini mengindikasikan bahwa tantangan utama terletak pada
keberlanjutan pemberian ASI setelah masa neonatal, terutama di wilayah dengan
jumlah sasaran besar seperti Bulungan (5.545 bayi) dan Kota Tarakan (4.379 bayi).
Perlunya pendekatan khusus untuk mempertahankan praktik menyusui setelah

IMD nampak menjadi prioritas di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 6.19 Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di
Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan disparitas yang signifikan dalam pencapaian UCI
antarkabupaten/kota. Kabupaten Malinau mencatat persentase tertinggi (97,2%)
dengan 106 dari 109 desa/kelurahan mencapai status UCI (80% bayi mendapat
imunisasi dasar lengkap), diikuti oleh Kabupaten Bulungan (83,9%). Sementara
itu, Kota Tarakan justru memiliki capaian terendah (15,0%), dengan hanya 3 dari
20 desa/kelurahan memenuhi kriteria UCIL. Kabupaten Nunukan, meskipun
memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak (240), hanya mencapai 32,5% UCI,

menunjukkan tantangan dalam cakupan imunisasi di wilayah yang lebih luas.
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Secara keseluruhan, dari total 482 desa/kelurahan di Kalimantan Utara,
hanya 55,0% vyang memenuhi standar UCI. Kabupaten Tana Tidung
(KTT) menunjukkan hasil moderat dengan 31,3% pencapaian. Rendahnya capaian
di Kota Tarakan dan Nunukan mengindikasikan perlunya intervensi khusus,
seperti peningkatan akses layanan imunisasi, sosialisasi, dan infrastruktur
pendukung, terutama di wilayah perkotaan dan daerah dengan cakupan geografis
yang luas. Pencapaian tinggi di Malinau dan Bulungan dapat menjadi contoh

untuk penguatan program imunisasi di wilayah lain.

Gambar 6.20 Persentase Cakupan Imunisasi Hepatitis BO (0-7 Hari) dan BCG
pada Bayi di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan cakupan imunisasi Hepatitis BO (HBO) pada bayi 0-7
hari mencapai 76,9% secara keseluruhan, dengan pencapaian tertinggi di Kota
Tarakan (89,6%) dan Bulungan (88,4%), serta terendah di KTT (45,0%). Sebagian
besar pemberian HBO dilakukan dalam 24 jam pertama kelahiran (76,3% dari total
HBO0), terutama di Kota Tarakan (88,0%) dan Bulungan (86,9%),

sementara Malinau (61,5%) dan Nunukan (69,9%) masih menghadapi tantangan
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dalam kecepatan pemberian. KTT mencatat cakupan HBO terendah (35,1% dalam
24 jam), menunjukkan keterlambatan atau hambatan akses layanan kesehatan

neonatal.

Untuk  imunisasi BCG, cakupan provinsi mencapai 80,9%,
dengan Nunukan sebagai wilayah dengan pencapaian tertinggi (87,8%)
dan KTT terendah (75,4%). Meski demikian, Malinau dan KTT menunjukkan
disparitas gender dalam cakupan BCG, dimana bayi perempuan
di Malinau memiliki cakupan lebih tinggi (78,3%) dibanding laki-laki (64,3%).
Secara umum, Kota Tarakan dan Bulungan unggul dalam ketepatan waktu
pemberian HBO, sementara Nunukan dan Malinau perlu meningkatkan akses
imunisasi dini, terutama di daerah terpencil. Tantangan utama terletak pada
konsistensi  layanan di KTT dan  percepatan  pemberian = HBO

di Malinau dan Nunukan.
Gambar 6.21 Persentase Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, POLIO 4%,

CAMPAK RUBELA, dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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Data cakupan imunisasi dasar di Kalimantan Utara tahun 2024
menunjukkan variasi pencapaian yang signifikan antar wilayah. Secara
keseluruhan, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 66,4%, dengan
Kabupaten Bulungan mencatat kinerja terbaik (90,6%) dan Kabupaten Nunukan
paling rendah (45,0%). Kota Tarakan berada di posisi menengah dengan capaian
72,7%, sementara KTT dan Malinau masing-masing mencapai 62,4% dan 58,3%.
Terdapat pola menarik dimana cakupan imunisasi Campak Rubela secara
konsisten lebih tinggi (71,2% provinsi) dibanding jenis imunisasi lainnya,

menunjukkan penerimaan masyarakat yang baik terhadap vaksin ini.

Analisis lebih mendalam mengungkap beberapa temuan krusial.
Kabupaten Bulungan tidak hanya unggul dalam cakupan imunisasi dasar lengkap,
tetapi juga menunjukkan konsistensi tinggi di semua jenis imunisasi dengan
persentase sekitar 90%. Yang menarik, wilayah ini justru mencatat cakupan lebih
tinggi pada bayi perempuan dibanding laki-laki untuk beberapa jenis vaksin.
Sebaliknya, Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah sasaran terbesar (3.913
bayi) justru mengalami tantangan serius dengan cakupan DPT-HB-Hib3 hanya
42,9% dan imunisasi dasar lengkap 45,0%. Kota Tarakan sebagai wilayah
perkotaan menunjukkan performa cukup baik namun masih di bawah Bulungan,
sementara Malinau yang memiliki cakupan Campak Rubela relatif baik (69,2%)

justru rendah dalam kelengkapan imunisasi dasar (58,3%).

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025
70



Gambar 6.22 Persentase Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 4, dan CAMPAK
RUBELA 2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (BADUTA) Menurut
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan cakupan imunisasi lanjutan untuk baduta (bawah dua
tahun) di Kalimantan Utara masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan,
hanya 49,7% baduta yang menerima imunisasi DPT-HB-Hib4 dan 52,7% untuk
Campak Rubela dosis kedua. Kabupaten Bulungan menjadi wilayah dengan
kinerja terbaik, mencapai 73,5% untuk DPT-HB-Hib4 dan 80,1% untuk Campak
Rubela 2, sekaligus menunjukkan disparitas gender dimana cakupan pada anak
perempuan lebih tinggi. Di sisi lain, Kabupaten Nunukan mencatat capaian
terendah dengan hanya 36,5% untuk DPT-HB-Hib4 dan 37,7% untuk Campak
Rubela 2, padahal wilayah ini memiliki jumlah sasaran baduta terbanyak (5.416
anak). Kota Tarakan sebagai wilayah perkotaan justru memiliki cakupan relatif
rendah (45,7% DPT-HB-Hib4 dan 52,3% Campak Rubela 2), lebih rendah
dibanding KTT yang mencapai 66,8% dan 61,8%.
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KTT dan Malinau menunjukkan pola yang menarik. Meski memiliki
jumlah sasaran lebih kecil, KTT berhasil mencapai cakupan DPT-HB-Hib4
sebesar  66,8%, lebih  tinggi dari rata-rata  provinsi. = Sementara
itu, Malinau mencatat kesenjangan gender cukup signifikan dalam cakupan
Campak Rubela 2, dimana anak perempuan mencapai 61,5% sementara laki-laki

hanya 51,4%.

Gambar 6.23 Persentase Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Anak
Balita Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan capaian yang baik dalam pemberian vitamin A di
Kalimantan Utara, dengan cakupan keseluruhan 85,32% untuk balita (6-59
bulan). Kota Tarakan mencatat kinerja terbaik dengan cakupan 91,2%, diikuti
oleh Kabupaten Tana Tidung (91,7%) dan Malinau (89,6%). Pencapaian ini
didukung oleh cakupan tinggi pada bayi 6-11 bulan (87,77%) dan balita 12-59
bulan (84,75%). Kabupaten Bulungan menjadi satu-satunya wilayah dengan
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cakupan di bawah rata-rata provinsi (75,9%), terutama karena rendahnya

pemberian vitamin A pada balita 12-59 bulan (73,0%).

Analisis lebih mendalam mengungkap beberapa pola menarik. Kota
Tarakan dan Tana Tidung konsisten mencapai cakupan di atas 90% untuk semua
kelompok usia, menunjukkan efektivitas program yang baik. Sementara
itu, Kabupaten Malinau menunjukkan kinerja luar biasa pada kelompok balita 12-
59 bulan (92,1%), meski cakupan untuk bayi 6-11 bulan relatif lebih rendah
(81,1%). Kabupaten Nunukan mencatat cakupan yang stabil di semua kelompok
usia (82-84%). Tantangan utama terlihat di Kabupaten Bulungan, yang perlu
meningkatkan pemberian vitamin A khususnya untuk balita 12-59 bulan, serta
memperbaiki distribusi dan sosialisasi program. Secara keseluruhan, program
vitamin A di Kalimantan Utara telah berjalan baik, namun masih perlu

peningkatan khususnya di wilayah-wilayah dengan cakupan rendah.

Gambar 6.24 Persentase Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Anak
Balita Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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Data menunjukkan disparitas yang signifikan dalam pelayanan kesehatan
balita antar kabupaten/kota. Kabupaten Bulungan mencatat kinerja terbaik dengan
kepemilikan Buku KIA mencapai 100% dan pemantauan pertumbuhan 106,09%,
melebihi target sasaran. Namun, Kota Tarakan justru menunjukkan capaian
terendah dalam kepemilikan Buku KIA (57,23%) dan pelayanan SDIDTK (0%).
Secara keseluruhan, provinsi mencapai cakupan 81,45% untuk kepemilikan Buku
KIA dan 92,81% untuk pemantauan pertumbuhan, namun hanya 56,67% untuk
pelayanan SDIDTK. Pelayanan MTBS menunjukkan cakupan tinggi (98,71%),
dengan Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan mencapai di atas 90%,
sementara Malinau mencatat 0% yang mengindikasikan kemungkinan masalah

dalam pelaporan data.

Beberapa  temuan  kritis  teridentifikasi: Kabupaten = Tana
Tidung menunjukkan kinerja baik dengan semua indikator di atas 89%,
sementara Malinau memiliki masalah serius dalam pelayanan MTBS. Kota
Tarakan sebagai wilayah perkotaan justru bermasalah dalam kepemilikan Buku
KIA dan pelayanan SDIDTK. Angka pemantauan pertumbuhan yang melebihi
100% di beberapa wilayah (Bulungan 106,09%, Tana Tidung 101,64%)
mengindikasikan kemungkinan kelebihan sasaran atau kesalahan penghitungan.
Tantangan utama terletak pada konsistensi pelayanan SDIDTK dan validitas data,
khususnya di Kota Tarakan dan Malinau, yang memerlukan evaluasi lebih

mendalam terhadap sistem pencatatan dan pelaporan.
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Gambar 6.25 Persentase Jumlah Bayi yang di Timbang Menurut Kabupaten/Kota
di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan cakupan penimbangan balita di Kalimantan Utara
mencapai 56,6% secara keseluruhan, dengan variasi antar wilayah. Kota
Tarakan mencatat persentase tertinggi (63,1%), diikuti oleh Kabupaten Tana
Tidung (61,1%) dan Malinau (57,6%). Sementara itu, Kabupaten
Bulungan memiliki cakupan terendah (50,0%), di bawah rata-rata
provinsi. Kabupaten Nunukan, meskipun memiliki jumlah balita ditimbang
terbanyak (8.530 anak), hanya mencapai cakupan 55,1%, sedikit di bawah rata-

rata provinsi.

Pola yang terlihat menunjukkan wilayah dengan jumlah penduduk lebih
besar seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan justru memiliki cakupan
penimbangan yang lebih baik dibanding Kabupaten Bulungan. Kabupaten Tana
Tidung, meski dengan jumlah balita ditimbang paling sedikit (1.514 anak),
berhasil mencapai cakupan tertinggi kedua (61,1%), mengindikasikan efektivitas
program yang lebih baik di wilayah ini. Tantangan utama terletak pada Kabupaten
Bulungan yang perlu meningkatkan cakupan penimbangan balita untuk memenuhi

standar minimal pemantauan pertumbuhan anak.
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Gambar 6.26 Persentase Jumlah Bayi yang di Timbang Menurut Kabupaten/Kota
di Kalimantan Utara Tahun 2024
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W BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) B BALITA PENDEK (TB/U) M BALITA WASTING

Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan variasi prevalensi masalah gizi yang signifikan antar
wilayah. Kabupaten Tana Tidung mencatat prevalensi tertinggi untuk berat badan
kurang (BB/U) sebesar 15,1% dan stunting (TB/U) 14,7%, diikuti oleh Kabupaten
Nunukan dengan 10,7% berat badan kurang dan 12,4% stunting. Kota
Tarakan menunjukkan performa terbaik dengan prevalensi terendah untuk semua
indikator (4,7% BB/U, 4,7% TB/U, dan 1,3% wasting). Secara provinsi,
prevalensi stunting (9,4%) lebih tinggi dibandingkan berat badan kurang (8,5%)
dan wasting (3,5%), mengindikasikan bahwa masalah pertumbuhan kronis lebih

dominan dibanding masalah gizi akut.
Beberapa temuan krusial teridentifikasi:

1. Kabupaten Malinau dan Nunukan menunjukkan pola serupa dengan
prevalensi stunting sekitar 12% yang lebih tinggi dibanding berat badan

kurang, mengindikasikan masalah gizi kronis;

2. Kabupaten Tana Tidung menjadi perhatian khusus dengan prevalensi wasting

tertinggi (6,1%), hampir dua kali lipat rata-rata provinsi;
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3. Kota Tarakan sebagai wilayah perkotaan menunjukkan performa gizi yang
jauh lebih baik, mungkin terkait akses pangan dan layanan kesehatan yang

lebih memadai.

4. Secara keseluruhan, masalah stunting tetap menjadi tantangan utama di
wilayah pedesaan, sementara wasting perlu menjadi perhatian khusus di

Kabupaten Tana Tidung.

Gambar 6.27 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Menurut Sekolah dan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025

Data menunjukkan disparitas yang signifikan dalam cakupan skrining
kesehatan peserta didik antar kabupaten/kota. Kabupaten Nunukan mencatat
kinerja terbaik dengan cakupan 100% untuk semua jenjang pendidikan (SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA), diikuti oleh Kabupaten Bulungan yang mencapai 84-
87%. Sebaliknya, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan menunjukkan
cakupan terendah dengan rata-rata di bawah 43% untuk semua jenjang, bahkan
hanya 26,61% untuk SD/MI di Tana Tidung. Secara keseluruhan, provinsi
mencapai cakupan 67,80% untuk SD/MI, 69,29% untuk SMP/MTs, dan 64,19%
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untuk SMA/MA, dengan angka pelayanan kesehatan lanjutan yang lebih tinggi
(rata-rata di atas 95%).

Beberapa temuan penting teridentifikasi:

1) Kabupaten Nunukan dan Bulungan tidak hanya unggul dalam skrining tetapi

juga mencapai 100% pelayanan kesehatan lanjutan;

2) Kota Tarakan sebagai wilayah perkotaan justru memiliki cakupan skrining
rendah (33,38-42,95%), mengindikasikan tantangan dalam implementasi

program di sekolah;

3) Kabupaten Malinau dan Tana Tidung dengan jumlah peserta didik lebih

sedikit justru mengalami kesulitan mencapai cakupan memadai.

4) Tantangan utama meliputi perluasan akses skrining di wilayah dengan
cakupan rendah dan peningkatan kualitas pelayanan lanjutan, khususnya di

Kota Tarakan dan Tana Tidung.
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D. KESEHATAN USIA LANJUT

Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada warga negara berusia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan
skrining sesuai standar yang dilaksanakan dalam satu wilayah kerja selama kurun
waktu satu tahun. Pelayanan edukasi usia lanjut dapat dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan, Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), atau melalui
kunjungan rumah. Sementara itu, pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut
mencakup skrining yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk
mendeteksi penyakit menular maupun tidak menular. Skrining ini meliputi
pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, serta
pemeriksaan gula darah, gangguan mental, gangguan kognitif, tingkat

kemandirian usia lanjut, dan anamnesa perilaku berisiko.

Gambar 6.28 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024
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Sumber: Data olahan dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2025
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